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PENAWARAN UMUM TERBATAS I
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka 
penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 11.040.142.858 (sebelas milyar empat puluh 
juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Biasa Atas 
Nama dengan Nilai Nominal Rp 35,00 (tiga puluh lima Rupiah) ditawarkan dengan Harga 
Pelaksanaan Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham dengan total nilai 
maksimal senilai  Rp 485.766.285.752,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar tujuh 
ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua 
Rupiah). Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Biasa Atas Nama yang tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Oktober 2009 pukul 16.00 WIB memiliki 545 
(lima ratus empat puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak 
kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang harus dibayar penuh pada 
saat pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan sehubungan dengan Penawaran Umum 
Terbatas I ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan 
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). HMETD diperdagangkan di BEI selama 5 (lima) 
hari kerja mulai tanggal    30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 5 November 2009 dan 
HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak 
berlaku lagi.
Memperhatikan bahwa jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I 
ini seluruhnya berjumlah maksimal 11.040.142.858 (sebelas milyar empat puluh juta seratus 
empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham, maka pemegang saham 
yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan 
saham atau Dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 52,15% (lima puluh 
dua koma lima belas persen).
Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan yang mencapai kepemilikan 
5% (lima persen) atau lebih, dan pemegang saham pendiri Perseroan, berdasarkan Daftar 
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2009 yang diperoleh dari PT Adimitra 
Transferindo adalah: 

Keterangan Jumlah 
Saham

Nilai Nominal
(Rp) %

Modal Dasar 40.514.285.714 1.418.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Bosowa Trading Internasional 5.718.929.762 200.162.541.670 56,46
PT Panin Life Tbk 892.857.000 31.249.995.000 8,82
PT Bosowa Utama 623.131.447 21.809.600.645 6,15
PT Galang Nusantara 285.375.000 9.988.125.000 2,82
Masyarakat 2.608.278.220 91.289.737.700 25,75

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.128.571.429 354.500.000.015 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 30.385.714.285 1.063.499.999.985

Seandainya seluruh HMETD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini 
dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham 
Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas I secara proforma adalah 
sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Terbatas I Setelah Penawaran Umum Terbatas I
Jumlah Saham Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 40.514.285.714 1.418.000.000.000  40.514.285.714 1.418.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Bosowa Trading Internasional 5.718.929.762 200.162.541.670 56,46 11.952.563.203 418.339.712.098 56,46
PT Panin Life Tbk 892.857.000 31.249.995.000 8,82 1.866.071.130 65.312.489.551 8,82
PT Bosowa Utama 623.131.447 21.809.600.645 6,15 1.302.344.724 45.582.065.349 6,15
PT Galang Nusantara 285.375.000 9.988.125.000 2,82 596.433.750 20.875.181.250 2,82
Masyarakat 2.608.278.220 91.289.737.700 25,75 5.451.301.480 190.795.551.797 25,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.128.571.429 354.500.000.015 100,00 21.168.714.287 740.905.000.045 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 30.385.714.285 1.063.499.999.985  19.345.571.427 677.094.999.945  

Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam 
rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan 
dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Sesuai dengan Peraturan IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003, 
tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka:
• Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai 

dengan tanggal 5 November 2009 melalui Bursa dan di luar Bursa; 
• Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak 

atas pecahan tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan 
ke dalam rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka 
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan 
lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional 
sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, 
maka sisa saham tersebut akan diambil oleh PT Leyand International Tbk yang bertindak 
selaku Pembeli Siaga maksimal sampai dengan 83,69%, dengan harga yang sama dengan 
harga penawaran, yaitu Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham sesuai dengan 
Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Nusantara 
Infrastructure Tbk No. 23 tanggal 27 Agustus 2009 dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., 
Notaris di Jakarta. Apabila sampai dengan tanggal 5 November 2009 masih terdapat sisa 
saham yang belum terjual, maka sisa saham akan dibeli oleh Perseroan.
Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I ini akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya 
oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham 
Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak 21.168.714.287 (dua puluh satu milyar 
seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh) 
saham yang terdiri dari 10.128.571.429 (sepuluh milyar seratus dua puluh delapan juta lima 
ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan) Saham Lama dan sebanyak 
11.040.142.858 (sebelas milyar empat puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan 
ratus lima puluh delapan)  Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I ini, 
masing-masing dengan nilai nominal Rp 35,00 (tiga puluh lima Rupiah) setiap saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Terbatas I ini, setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sebesar 45% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan melalui akuisisi  

99,97% saham PT Margautama Nusantara (“MUN”) yang bergerak di bidang infrastruktur 
dan bangunan, milik PT Bosowa Investama (“BI”) sebanyak 3.129 saham. 

2. Sebesar 41% akan digunakan untuk pembayaran sebagian hutang anak perusahaan 
Perseroan (refinancing) kepada PT Bank Mega Tbk.

3. Sisa dari dana yang telah digunakan untuk transaksi akuisisi dan pembayaran hutang 
atau sebesar 14% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pelaksanaan 
operasional dan pinjaman modal kerja anak perusahaan Perseroan.

PT Leyand International Tbk bertindak selaku Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas 
ini akan mengambil haknya dan HMETD yang belum dilaksanakan oleh para pemegang 
saham lainnya dengan harga yang sama dengan harga penawaran sesuai dengan Akta 
Perjanjian Pembeli Siaga No. 23 tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fathiah 
Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Penggunaan dana dari hasil penawaran umum sebelumnya telah digunakan seluruhnya 
dan telah dilaporkan kepada Bapepam sesuai peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang 
laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Manajemen berjanji akan 
mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas 
I ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan dan kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Pelaporan 
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

TRANSAKSI MATERIAL, AFILIASI, DAN AKUISISI
Transaksi Material
Peraturan IX.E.2
Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  
No. Kep-05/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang diubah dengan No. Kep-02/PM/2001 
tanggal 20 Pebruari 2001 perihal Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama, yang dimaksud dengan Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau 
penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau 
segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:
• 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenue) perusahaan; atau
• 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.
Berhubung rencana penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum Terbatas I ini antara 
lain akan dipergunakan untuk mengakuisisi perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 
Transaksi Material, oleh karenanya wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Rapat Umum Pemegang Saham.
Adapun transaksi yang akan dimintakan persetujuannya kepada para pemegang saham 
Perseroan adalah:
Transaksi Akuisisi
Sebagian dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ini akan digunakan Perseroan untuk 
mengakuisisi MUN. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal  
13 Agustus 2009 yang dibuat antara Perseroan dengan BI, disepakati bahwa jumlah yang 
harus dibayar oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

dalam ribuan Rupiah

Uraian
Laporan Keuangan 

Audited per 3 
1 Des 2008

Nilai Rencana 
Transaksi Prosentase

Pendapatan 189.622.000 219.030.000 115,51%
Ekuitas 359.498.000 219.030.000 60,93%

Nilai Transaksi tersebut diatas adalah sebesar 115,51% terhadap Pendapatan dan 60,93%  
terhadap ekuitas. Oleh karena itu, maka Rencana Transaksi tersebut termasuk kedalam 
unsur Transaksi Material, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 lampiran 
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-05/PM/2000 tertanggal 12 Maret 
2000 sebagaimana diubah dengan Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 (selanjutnya 
disebut “Peraturan IX.E.2”). Oleh karenanya, Transaksi Akuisisi ini harus memperoleh 
persetujuan RUPS.
Transaksi Afiliasi 
Pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Bosowa Trading Internasional (“BTI”) yang 
berkedudukan di Makassar  secara langsung dimiliki oleh Erwin Aksa dan Sadikin Aksa, 
selain itu  pemegang saham utama MUN yaitu BI secara langsung juga dimiliki oleh Erwin 
Aksa dan Sadikin Aksa.
Hubungan afiliasi juga terlihat dari struktur kepemilikan saham di salah satu anak perusahan 
- pemilikan tidak langsung Perseroan yaitu PT Jalan Tol Seksi Empat yang juga dimiliki 
oleh BI.
Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, 
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-521/BL/2008, tanggal 12 Desember 
2008. Oleh karenanya, Transaksi afiliasi ini harus memperoleh persetujuan RUPS
Latar Belakang Transaksi Akuisisi
Perseroan merupakan Operating Holding Company yang memiliki dua anak perusahaan 
dan satu anak Perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung yang bergerak dalam 
bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Dalam rencana bisnisnya Perseroan 
bermaksud untuk lebih memfokuskan kegiatan usahanya di bidang Infrastruktur dan 
pemeliharaan jalan tol.
MUN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang belum melakukan 
kegiatan operasional dan  saat ini hanya melakukan investasi atau penyertaan ke anak 
perusahaan. MUN memiliki penyertaan saham di PT Jakarta Lingkar Baratsatu (“JLB”), 
sebesar 25% atau sebanyak 196.500 saham. MUN memiliki hak opsi untuk menjadi 
pemegang saham mayoritas, dengan membeli 27% atau sebanyak 212.220 saham milik 
pemegang saham JLB lainnya paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
JLB merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang perencanaan, pemborongan, 
pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku serta usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan jalan tol. JLB memiliki 
aset berupa jalan tol yang terletak di ruas JORR W1 Kebon Jeruk – Penjaringan dengan 
panjang 9,7 km, tol ini direncanakan akan beroperasi pada awal tahun 2010.
Melihat peluang tersebut membuat Perseroan, bermaksud untuk membeli 99,97%  saham 
MUN yang dimiliki BI.
Manfaat Bagi Perseroan dan Pemegang Saham
Dengan adanya rencana transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan 
dan para pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui analisis kelayakan usaha terhadap 
Perseroan, dengan menggunakan analisis inkremental. Rencana transaksi dianggap 
wajar apabila memberikan manfaat kepada Perseroan. Dalam melakukan analisis tersebut 
menggunakan business plan JLB yang dituangkan dalam laporan Penilaian saham MUN 
No TnR C.PS.07-09-003, tertanggal 18 Agustus 2009 dan business plan Perseroan yang 
telah disesuaikan. 
Transaksi ini diharapkan dapat memberikan nilai sinergi yang positif, meningkatkan net 
present value Perseroan, memberi manfaat pada kegiatan usaha atas perolehan konsesi 
jalan tol baru, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan Laba Perseroan.
Keterangan Atas Perusahaan yang Akan Diakuisisi
PT Margautama Nusantara (“MUN”)
Akta Pendirian dan Perubahannya
PT Margautama Nusantara (untuk selanjutnya disebut “MUN”)  didirikan di Jakarta 
berdasarkan Akta No.07 tanggal 11 Mei 2007 dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., 
Msi., MKn., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.W8-01474 
HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Mei 2007.
Akta pendirian MUN telah beberapa mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.16 tanggal 16 Mei 2008 
dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No.AHU-60362.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008, dan 
telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di 
bawah No.1368/BH.09.03/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008.
Saat ini MUN berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Global Lt.23 Jl. Jend. Gatot 
Subroto Kav.27, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Selatan, Jakarta 
Selatan.
Untuk Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pemberian Pinjaman ini, para pemegang saham 
Perseroan dapat menghubungi Direktur MUN .

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan MUN adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa
Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Margautama Nusantara, yang dibuat dihadapan Notaris Karin Christiana Basoeki, SH., 
No 4 tanggal 14 Agustus tahun 2009, susunan pemegang saham MUN adalah :

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar
Saham

Nilai Per Saham
Rp 70.000.000,00

Komposisi
(%)

1 PT Bosowa Investama 3.129 219.030.000.000,00 99,97%
2 Sadikin Aksa 1 70.000.000,00 0,03%

Total 3.130 219.100.000.000,00 100,00%

Pengurusan dan Pengawasan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MUN telah diangkat sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar MUN, yaitu: (i) Herry Tanrisau, selaku Direktur diangkat berdasarkan 
keputusan pemegang saham diluar rapat umum yang dituangkan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No.16 tanggal 16 Mei 2008 dibuat 
dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) Erwin Aksa selaku 
Direktur Utama dan Sadikin Aksa selaku Komisaris diangkat berdasarkan keputusan rapat 
umum pemegang saham luar biasa yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham No.1 tanggal 3 Pebruari 2009 dibuat dihadapan Karin 
Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta.
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Sadikin Aksa   
Direksi:
Direktur Utama : Erwin Aksa
Direktur : Herry Tanrisau
Ikhtisar Data Keuangan MUN
Data keuangan MUN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2009 dan mengacu 
pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP DRS. Effendy dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian.

dalam Rupiah

 14 Agustus
Keterangan 2009

Aktiva
Aktiva Lancar

Kas dan Setara Kas 561.377.821
Investasi 218.080.000.000

Aktiva Tidak Lancar 12.083.334
Jumlah Aktiva 218.653.461.155
Kewajiban dan Ekuitas 
Kewajiban
Biaya yang masih harus dibayar 7.500.000
Ekuitas

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh
   

219.100.000.000
Rugi ditahan (454.038.845)
Jumlah Ekuitas 218.645.961.155
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 218.653.461.155

Laporan Penilai Independen
Berdasarkan Perjanjian No. Pr.09.045 tanggal 07 Juli 2009, Perseroan menunjuk Toto 
Suharto dan Rekan selaku Penilai Independen untuk melakukan Penilaian atas saham MUN 
dan menyusun Laporan Opini Kewajaran atas transaksi pembelian 99,97% saham MUN.
a.  Pengkajian Kewajaran Nilai atas Rencana Akuisisi 
Metodologi Pengkajian Kewajaran Nilai 
i. Melakukan Penilaian terhadap  25% Ekuitas JLB yang dimiliki oleh MUN dengan 

menggunakan pendekatan :
• Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 
• Pendekatan Data Pasar (Market Approach)

ii. Melakukan Penilaian Terhadap 99,97% saham MUN yang dimiliki oleh BI, dengan 
menggunakan pendekatan Aset (Assets-Based Approach) metode penyesuaian nilai 
buku (Adjusted Book Value Method)

b.  Hasil Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian saham dengan menggunakan metode pendekatan Pendapatan 
(Income Approach) untuk penilaian ekuitas JLB, dan pendekatan aset untuk menilai harga 
pasar wajar MUN, yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR) dalam Laporan 
Penilaian Saham MUN dengan No TnR C.PS.07-09-003, tertanggal 18 Agustus 2009 maka 
diperoleh indikasi nilai pasar wajar saham kepemilikan BI pada MUN per tanggal 14 Agustus 
2009 sebesar Rp 235.370.646.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh 
juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah) atau Rp 75.222.000,- (tujuh puluh lima juta 
dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) per lembar saham.
c.  Analisis Kewajaran Nilai (Opini)
i. Kewajaran Berdasarkan Nilai Transaksi

Berdasarkan hasil penilaian saham dengan menggunakan metode pendekatan 
Pendapatan (Income Approach) untuk penilaian ekuitas JLB, dan pendekatan aset 
untuk menilai harga pasar wajar MUN yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & 
Rekan (TnR) dalam Laporan Penilaian Saham PT Margautama Nusantara dengan 
No TnR.C.PS.07-09-003, tertanggal 18 Agustus 2009 maka diperoleh indikasi nilai 
pasar wajar saham kepemilikan BI pada MUN per tanggal 14 Agustus 2009 sebesar 
Rp 235.370.646.000,-. Rencana Transaksi Pembelian Saham MUN yang dimiliki 
BI adalah sebesar Rp 219.030.000.000,-. Rencana transaksi adalah wajar karena 
harga saham yang akan ditransaksikan memiliki selisih sebesar 7,46% dan tidak 
akan merugikan pemegang saham minoritas.

ii. Analisis Kelayakan
a) Kelayakan Tanpa Rencana Transaksi

Analisa kelayakan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dengan tingkat discount 
rate pada tahun 2009 sebesar 13,58% dan tahun selanjutnya sebesar 13,94% 
diperoleh hasil sebagai berikut:
• Internal Rate of Return (IRR) sebesar 18,56%.
• Net Present Value (NPV) sebesar Rp 396.602.000.000
• Profitability Index (PI) sebesar 1,37260.
• Payback Period (PP) adalah 4 tahun 9 bulan sejak tanggal 14 Agustus 

tahun 2009.
b) Kelayakan Dengan Rencana Transaksi

Analisa kelayakan Perseroan dengan Rencana Transaksi dengan tingkat 
discount rate pada tahun 2009 sebesar 13,58% dan tahun selanjutnya sebesar 
13,94% diperoleh hasil sebagai berikut:
• Internal Rate of Return (IRR) sebesar 21,18%
• Net Present Value (NPV) sebesar Rp 856.928.000.000
• Profitability Index (PI) sebesar 1,66903.
• Payback Period (PP) adalah 4 tahun 8 bulan sejak tanggal 14 Agustus 

tahun 2009.
c) Kelayakan Inkremental Rencana Transaksi

Analisa kelayakan Inkremental rencana transaksi dengan tingkat discount rate 
pada tahun 2009 sebesar 13,58% dan tahun selanjutnya sebesar 13,94% 
diperoleh hasil sebagai berikut:
• Internal Rate of Return (IRR) sebesar 30,76%
• Net Present Value (NPV) sebesar Rp 460.327.000.000
• Profitability Index (PI) sebesar 3,12682.
• Payback Period (PP) adalah 4 tahun 2 bulan sejak tanggal 14 Agustus 

tahun 2009.
Dengan demikian, Rencana Transaksi akan meningkatkan Net Present Value 
perusahaan sebesar Rp 460.327.000.000

iii. Analisis Sinergi Perseroan
Nilai Perseroan tanpa Rencana Transaksi dengan tingkat discount rate pada tahun 
2009 sebesar 13,58% dan tahun selanjutnya sebesar 13,94% diperoleh Nilai pasar 
wajar saham sebesar Rp 734.139.713.000. Sedangkan Perseroan dengan Rencana 
Transaksi dengan discount rate yang sama diperoleh nilai pasar wajar saham 
sebesar Rp 1.030.547.331.000. Dengan nilai pasar wajar saham MUN sebesar  
Rp 235.370.646.000 akan diperoleh nilai sinergi sebesar Rp 61.036.972.000 

iv. Analisis Manfaat Bagi Kegiatan Usaha
Dilihat dari aspek kegiatan usaha maka rencana transaksi akan memberikan 
keuntungan kepada Perseroan antara lain :
1. Dengan mengakusisi MUN yang dimiliki BI, Perseroan akan memperoleh 

konsesi pengelolan Jalan Tol Baru, dimana MUN memiliki 25% saham JLB. 
JLB merupakan perusahaan yang memiliki konsesi untuk membangun dan 
mengoperasikan Tol JORR W-1 sepanjang 9,7 km antara Kebon Jeruk  - 
Penjaringan.

2. Perseroan secara tidak langsung memiliki hak opsi untuk menjadi pemilik saham 
mayoritas di JLB. (Akta Penyertaan saham pada PT Jakarta Lingkar Baratsatu  
No : 2 pada tanggal 4 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Febrian, S.H 
Notaris di Tanggerang), sehingga laporan keuangan JLB dapat dikonsolidasikan 
ke laporan keuangan MUN dan Perseroan. Opsi ini tidak dapat dimiliki oleh 
Perseroan, jika Perseroan tidak mengakuisisi saham MUN yang dimiliki JLB.

3. Meningkatkan Pendapatan dan Laba Perseroan.
Berdasarkan pertimbangan terhadap kegiatan usaha Perseroan dalam 
mengakuisisi ssaham MUN yang dimiliki oleh BI, maka kami berpendapat bahwa 
Rencana Transaksi adalah Wajar.

v. Analisis Pertumbuhan Laba Bersih
Rata-rata pertumbuhan Laba Bersih tanpa Rencana Transaksi sebesar 11,11%, 
sedangkan dengan Rencana Transaksi menjadi sebesar 12,07%.

PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA
Dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya 
diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham 
lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam 
Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. 
Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, maka  sisa saham tersebut 
akan diambil oleh PT Leyand International Tbk yang bertindak selaku Pembeli Siaga 
maksimal sampai dengan 83,69% dengan harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu  
Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian 
Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Nusantara Infrastructure Tbk No. 23 tanggal  
27 Agustus 2009 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Jumlah saham yang akan diambil oleh PT Leyand International Tbk jika para pemegang 
saham tidak melaksanakan haknya adalah maksimal sampai dengan 83,69% (delapan puluh 
tiga koma enam puluh sembilan persen) dari total jumlah saham baru yang diterbitkan oleh 
Perseroan yaitu sebesar 9.239.495.558 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta 
empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau maksimal 
senilai Rp 406.537.804.546 (empat ratus enam milyar lima ratus tiga puluh tujuh delapan 
ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah).
KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA
PT  Leyand International Tbk
Anggaran Dasar
Anggaran Dasar PT Leyand International Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Wahyu Nuraini, 
SH, Notaris di Jakarta. mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan dan perubahan 
kegiatan usaha utama Perusahaan dari semula industri kemasan plastik menjadi perusahaan 
investasi dan usaha pembangkit tenaga listrik dan energi. Akta sedang dalam proses 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kegiatan Usaha
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kegiatan utama dalam bidang investasi dan 
usaha pembangkit tenaga listrik dan energi.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PT Leyand International Tbk per 24 Juli 
2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah  
Saham

Jumlah Nominal 
(Rp)

Persentase 
(%)

Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Layman Holdings Pte. Ltd
2. PT Intiputera Bumitirta
3. Masyarakat

1.200.000.000
760.254.545

2.005.723.455

120.000.000.000
76.025.454.500

200.572.345.500

30,26
19,17
50,57

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.965.978.000 396.597.800.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 11.034.027.000

Pengurusan
Komisaris
Komisaris Utama : Benny Dwibyantoro
Komisaris Independen : Sjukur Sarto
Direksi
Direktur Utama : Edward Sumarli
Direktur  : Enrico Mosquera Djakman
Direktur  : Djoko Purwanto

PERNYATAAN HUTANG
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 30 April 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sekitar Rp 879.286 juta yang 
terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Kewajiban Lancar
Hutang Usaha – pihak ketiga 6.102
Hutang lain-lain - pihak ketiga 1.124
Beban masih harus dibayar 765
Hutang pajak 1.090
Pendapatan diterima di muka 1.485
Hutang Bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 22.267
Jumlah Kewajiban Lancar 32.833

Kewajiban Tidak Lancar
Hutang Bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 838.142
Hutang Hubungan Istimewa 440
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan 2.369
Hutang jangka panjang lainnya 5.501
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 846.452

Sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, 
Perseroan tidak membuat dan/atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah 
diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Tidak ada kewajiban baru (selain hutang usaha 
yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan) yang terjadi sejak tanggal Laporan 
Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan 
di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi serta 
disajikan dalam Prospektus.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta 
peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang, Perseroan menyatakan 
kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana mestinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis Laporan Keuangan
Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut 
kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan 
yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan untuk periode yang berakhir pada tanggal  
30 April 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 
dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu, masing-masing dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian.

dalam jutaan Rupiah

Keterangan 30 April 
2009

31 Desember
2008 2007 2006

Pendapatan Bersih 44.357 189.622 158.929 112.501
Beban Pokok Pendapatan - 79.726 82.896 54.877
Laba Kotor 44.357 109.896 76.034 57.624
Beban Usaha 25.073 57.842 46.875 52.440
Laba Usaha 19.284 52.054 29.159 5.184
Beban Lain-Lain (42.232) (47.212) (5.478) (8.870)
Laba (Rugi) Dari Aktivitas Normal Sebelum Manfaat (Beban)  
Pajak Penghasilan (22.949) 4.842 23.681 (3.686)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 8.276 1.349 (7.799) (550)
Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal (14.673) 6.191 15.882 (4.237)
Keuntungan Pos Luar Biasa - - 5.371 5.246
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas (14.673) 6.191 21.253 1.009
Hak Minoritas 1.310 194 (814) (106)
Laba (Rugi) Bersih (13.363) 6.386 20.439 903

Pendapatan Bersih
Pendapatan Bersih pada tanggal 30 April 2009 adalah sebesar Rp 44,357 milyar. Pendapatan 
Perseroan terutama dikontribusikan oleh Unit Usaha Jalan Tol. 
Pendapatan Bersih pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 189,622 milyar 
mengalami kenaikan sebesar Rp 30,693 milyar atau 19,31% dibandingkan tahun 2007 
sebesar Rp 158,929 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan 
bersih yang cukup signifikan dari unit usaha jalan tol yaitu dari Rp 73,70 milyar di tahun 
2007 menjadi Rp 104,56 milyar. Pendapatan tol ruas jalan tol PT Bintaro Serpong Damai 
(BSD) dan juga ruas jalan tol PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) mengalami peningkatan 
yang signifikan, masing-masing dari Rp 56,05 milyar dan Rp 17,65 milyar di tahun 2007 
meningkat 35,47% dan 16,27% menjadi masing-masing Rp 75,93 milyar dan Rp 20,52 
milyar di tahun 2008. Sementara ruas jalan tol   PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) yang 
mulai beroperasi pada akhir September 2008 mencatat pendapatan tol sebesar Rp 8,12 
milyar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume lalu lintas, juga didukung 
oleh kenaikan tarif tol pada bulan September 2007. 
Pendapatan Bersih pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 158,929 milyar 
mengalami kenaikan sebesar Rp 46,429 milyar atau 41,27% dibandingkan tahun 2006 
sebesar Rp 112,501 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh  kenaikan pendapatan dari 
unit usaha jalan tol sebesar 33,72% yaitu dari Rp 55,12 milyar pada tahun 2006 menjadi 
Rp 73,70 milyar di tahun 2007. Pendapatan tol ruas jalan tol BSD dan juga ruas jalan tol  
BMN mengalami peningkatan, masing-masing dari Rp 38,98 milyar dan Rp 16,14 milyar di 
tahun 2006 menjadi masing-masing Rp 56,05 milyar dan Rp 17,65 milyar di tahun 2007. 
Kenaikan ini selain disebabkan oleh peningkatan volume lalu lintas, juga didukung oleh 
kenaikan tarif tol pada bulan September 2007. 
Beban 

dalam jutaan Rupiah

Uraian 30-Apr 31 Desember
 2009 % 2008 % 2007 % 2006 %

Beban Pokok Pendapatan 0 0,00 (79.726) 43.46 (82.896) 57.95 (54.877) 47.01
Beban Usaha (25.073) 42,48 (57.842) 31.53 (46.875) 32.77 (52.440) 44.92
(Beban) Penghasilan Lain-Lain (42.232) 71,54 (47.212) 25.74 (5.478) 3.83 (8.870) 7.60
(Beban) manfaat Pajak Penghasilan 8.276 -14,02 1.349 -0.73 (7.799) 5.45 (550) 0.47
Total Beban (59.029) 100,00 (183.431) 100.00 (143.048) 100.00 (116.736) 100.00

Beban Pokok Pendapatan
Perseroan tidak memiliki Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 April 2009.
Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 79,725 milyar 
mengalami penurunan sebesar Rp 3,17 milyar atau 3,82% dibandingkan tahun 2007 sebesar 
Rp 82,895 milyar. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya penjualan semen yang 
dibukukan oleh Perseroan selama tahun 2008, jika dibandingkan dengan tahun 2007. 
Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 82,895 milyar 
mengalami kenaikan sebesar Rp 28,019 milyar atau 51,06% dibandingkan tahun 2006 
sebesar Rp 54,876 milyar. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan penjualan semen 
yang dibukukan oleh Perseroan selama tahun 2007.
Beban Usaha
Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2009 adalah sebesar Rp 25,072 milyar. 
Nilai tersebut terutama dikontribusikan oleh beban operasional jalan tol dan beban umum 
dan administrasi. 
Beban usaha Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp  57,842 milyar mengalami 
kenaikan sebesar Rp 10,968 milyar atau 23,40% dibandingkan tahun 2007 sebesar  
Rp 46,874 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban operasional 
jalan tol dan beban umum dan administrasi. Namun demikian, kenaikan yang paling 
signifikan disebabkan oleh adanya beban penyusutan yang dibukukan oleh Perseroan 
yang berasal dari Jalan Tol Seksi Empat di Makassar yang mulai beroperasi pada tanggal  
26 September 2008. 
Beban usaha Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 46,874 milyar mengalami 
penurunan sebesar Rp 5,566 milyar atau 10,61% dibandingkan tahun 2006 sebesar  
Rp 52,440 milyar. Penurunan tersebut disebabkan oleh  efisiensi dalam mengelola beban 
operasional tol selama tahun 2007. 
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
Beban lain lain pada tanggal 30 April 2009 adalah sebesar Rp 42,232 milyar.
Beban lain-lain Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 47,211 milyar mengalami 
kenaikan sebesar Rp 41,733 milyar atau 761,83% dibandingkan tahun 2007 sebesar 
Rp 5,478 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan 
pada suku bunga pinjaman bank, sebagai akibat krisis global, dan juga kenaikan beban 
bunga yang berasal dari kenaikan pinjaman bank yang dibukukan oleh Perseroan setelah 
selesainya investasi baru Perseroan di ruas jalan tol JTSE. Hal ini menyebabkan beban 
bunga Perseroan meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 62,97 milyar dari tahun 2007 
yang sebesar Rp 7,21 milyar.
Beban lain-lain Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 5,478 milyar mengalami 
penurunan sebesar Rp 3,392 milyar atau 38,24% dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp 8,870 
milyar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya rugi atas penyelesaian Wesel bayar 
yang dibukukan Perseroan di tahun 2006, yang tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. 
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Manfaat Pajak Penghasilan pada tanggal 30 April 2009 adalah sebesar Rp 8,276 milyar. 
Manfaat pajak penghasilan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1,349 milyar mengalami 
kenaikan sebesar Rp 9,147 milyar atau 761,83% dibandingkan tahun 2007 yang memiliki 
beban pajak penghasilan sebesar Rp 7.798 milyar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
perubahan beban pajak tangguhan Anak Perusahaan sebesar Rp 5,957 milyar pada tahun 
2007 menjadi manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 3,222 milyar pada tahun 2008.
Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 7,798 milyar 
mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar Rp 7,248 milyar atau 1.317,82% 
dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp 550 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
naiknya beban pajak kini Anak Perusahaan sebesar Rp 1,834 milyar bila dibandingkan 
dengan tahun 2006.
Laba (Rugi) Bersih

dalam juta Rupiah

Keterangan 30 April 
2009

2008 2007 2006
31 Desember

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (22.949) 4.842 23.681 (3.686)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 8.276 1.349 (7.799) (550)
Laba (Rugi) Bersih (13.363) 6.386 20.439 903

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2009 Perseroan mengalami 
kerugian bersih sebesar Rp 13,362 milyar. 
Laba bersih Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 6,385 milyar mengalami 
penurunan sebesar Rp 14,053 milyar atau 68,76% dibandingkan tahun 2007 sebesar  
Rp 20,439 milyar. penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup 
signifikan pada beban lain-lain yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada suku 
bunga pinjaman bank.
Laba bersih Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 20,439 milyar mengalami 
peningkatan sebesar Rp 19,536 milyar atau 2.163,46% dibandingkan tahun 2006 sebesar  
Rp 903 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan tol sebesar 
Rp 18,584 milyar dan kenaikan laba usaha akibat efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan 
dan juga karena tidak lagi dibukukannya rugi atas penyelesaian hutang bank Anak 
Perusahaan pada tahun 2007.
Aktiva

dalam juta Rupiah

Keterangan 30 April 
2009

31 Desember
2008 2007 2006

Aktiva Lancar 202.506 486.282 32.319 39.962
Piutang Hubungan Istimewa - - - 1.413
Aktiva Tetap 1.036.495 1.047.637 593.774 431.043
Properti Investasi 18.080 18.409 19.395 -
Aktiva Lain-lain 215 2.658 1.893 2.061
Aktiva Pajak Tangguhan 12.599 5.956 2.693 8.536
Jumlah Aktiva 1.269.895 1.560.942 650.075 483.016

Jumlah Aktiva Perseroan pada tanggal 30 April 2009 adalah sebesar Rp 1.269,895 milyar 
dengan komponen terbesar pada Aktiva tetap sebesar Rp 1.036,495 milyar atau 81,62%
Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 1.560,942 
milyar meningkat Rp 910,867 milyar atau 140,12% dibandingkan 31 Desember 2007 dengan 
nilai Rp 650,075 milyar. Komponen terbesar Aktiva terdapat pada Aktiva tetap dengan nilai 
Rp 1.047,64 milyar atau sebesar 67,12%. Nilai aktiva tetap tersebut mengalami peningkatan 
sebesar Rp 463,863 milyar atau 76,44% dibandingkan 31 Desember 2007 sebesar  
Rp 593,774 milyar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh telah selesai dibangunnya dan 
beroperasinya ruas jalan tol yang dimiliki Perseroan yaitu ruas Jalan Tol Seksi Empat di 
Makassar pada tanggal 26 September 2008.
Komponen kedua terbesar pada Aktiva Perseroan adalah pada aktiva lancar yang bernilai 
Rp 486,282 milyar atau 31,15% dari total nilai aktiva. Nilai Aktiva lancar Perseroan pada 
31 Desember 2008 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 453,963 milyar 
atau 1.404,63% dibandingkan periode 31 Desember 2007 yang hanya senilai Rp 32,319 
milyar. Hal ini disebabkan peningkatan yang signifikan pada posisi Kas dan adanya Aset 
Derivatif Anak Perusahaan.
Jumlah aktiva Perseroan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 650,075 milyar 
meningkat Rp 167,059 milyar atau 34,59% dibandingkan 31 Desember 2006 dengan nilai 
Rp 483,016 milyar. Komponen terbesar Aktiva perseroan per 31 Desember 2007 masih 
terdapat pada aktiva tetap dengan nilai Rp 593,774 milyar atau 94,32% dari total Aktiva 
Perseroan, meningkat Rp 162,731 milyar atau 37,75% dibandingkan 31 Desember 2006 
sebesar Rp 431,043 milyar. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh adanya pembangunan 
jalan tol yang dimiliki perseroan yaitu ruas Jalan Tol Seksi Empat di Makasar yang masih 
dalam tahap penyelesaian.
Jumlah Aktiva lancar Perseroan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 32,319 milyar 
mengalami penurunan  Rp 7,643 milyar atau 19,13% dibandingkan 31 Desember 2006 
sebesar Rp 39,962 milyar. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak hubungan 
istimewa dan uang muka.
Nilai Aktiva Pajak Tangguhan Perseroan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 2,693 
milyar mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 5,843 milyar atau 68,45% dibandingkan 
31 Desember 2006 sebesar Rp 8,536 milyar.
Kewajiban

dalam juta Rupiah

Keterangan
30 April 

2009
31 Desember

2008 2007 2006
Kewajiban Lancar 32.834 275.257 26.894 41.235
Kewajiban Tidak Lancar 846.452 882.602 228.301 68.155
Jumlah Kewajiban 879.286 1.157.859 255.195 109.390

Jumlah Kewajiban Perseroan per 30 April 2009 adalah sebesar Rp 879,286 milyar 
dengan komponen terbesar pada kewajiban tidak lancar sebesar Rp 846,452 milyar atau 
96,27%. 
Jumlah kewajiban Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.157 milyar meningkat 
signifikan sebesar   Rp 902,664 milyar atau 353,72% dibanding 2007 sebesar Rp 255,195 
milyar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan total pinjaman bank yang dibukukan oleh Perseroan 
untuk membiayai investasi jalan tol yaitu pada ruas Jalan Tol Seksi Empat di Makassar, dan 
juga untuk mendanai pengeluaran modal (capex) pada ruas jalan tol BSD.
Komponen terbesar dari jumlah kewajiban pada tahun 2008 terdapat pada Kewajiban tidak 
lancar sebesar Rp 882,602 milyar atau 76,23% meningkat Rp 654,301 milyar atau 286,60% 
dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 228,301 milyar. Kewajiban Lancar Perseroan pada 
tahun 2008 adalah sebesar Rp 275,257 milyar meningkat Rp 248,363 milyar atau 923,49% 
dibandingkan 2007 sebesar Rp 26,894 milyar. Kedua peningkatan ini disebabkan oleh 
kenaikan bagian hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. 
Jumlah kewajiban Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 255,195 milyar meningkat 
signifikan sebesar Rp 145,805 milyar atau 133,29% dibanding 2006 sebesar Rp 109,390 
milyar. Hal ini disebabkan oleh telah disetujuinya fasilitas pinjaman dari PT Bank Mega Tbk 
untuk membiayai pembangunan ruas Jalan Tol Seksi Empat di Makassar. 
Komponen terbesar dari jumlah kewajiban pada tahun 2007 juga terdapat pada Kewajiban 
tidak lancar sebesar Rp 228,301 milyar atau 89,46% meningkat Rp 160,146 milyar atau 
234,97% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 68,155 milyar Hal ini disebabkan oleh telah 
dibukukannya fasilitas pinjaman dari Bank Mega seperti disebutkan di atas. Kewajiban Lancar 
Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 26,894 milyar menurun secara signifikan 
sebesar Rp 14,341 milyar atau 34,78% dibandingkan 2006 sebesar Rp 41,235 milyar. Hal 
ini disebabkan pada tahun 2007 uang muka untuk penjualan semen telah terealisasi. 
Ekuitas

dalam juta Rupiah

Keterangan 30 April 
2009

31 Desember
2008 2007 2006

Modal Disetor 361.159 361.159 361.159 361.159
Selisih Nilai Transaksi 
 Restrukturisasi 
      Entitas Sepengendali 14.554 14.554 14.554 14.554
Defisit (29.578) (16.216) (22.602) (43.041)

Jumlah ekuitas Perseroan per 30 April 2009 adalah sebesar Rp 346,135 milyar mengalami 
penurunan Rp 13,363 milyar atau 3,72% dibandingkan 31 Desember 2008 sebesar  
Rp 359,498 milyar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo defisit, dimana per 30 April 
2009 nilai saldo defisit adalah sebesar Rp 29,578 milyar meningkat Rp 13,363 milyar 
atau 82,41% dibandingkan 31 Desember 2008 sebesar Rp 16,215 milyar. Peningkatan 
saldo defisit tersebut disebabkan oleh meningkatnya rugi bersih perseroan pada periode 
berjalan.
Jumlah ekuitas Perseroan tahun 2008 adalah sebesar Rp 359,498 milyar meningkat 
sebesar Rp 6,386 milyar atau 1,81% dibanding dengan jumlah ekuitas pada tahun 2007 
yaitu sebesar Rp 353,112 milyar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo 
defisit sebesar Rp 6,386 milyar atau 28,26% dimana pada tahun 2008 sebesar Rp 16,215 
milyar dibandingkan 2007 sebesar Rp 22,601 milyar. Jumlah ekuitas Perseroan tahun 
2007 adalah sebesar Rp 353,112 milyar meningkat sebesar Rp 20,439 milyar atau 6,14% 
dibanding dengan jumlah ekuitas pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 332,673 milyar. 
Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo defisit sebesar Rp 20,439 milyar 
atau 47,49% dimana pada tahun 2007 sebesar Rp 22,601 milyar dibandingkan 2006 sebesar 
Rp 43,040 milyar. Penurunan saldo defisit pada kedua periode tersebut disebabkan oleh 
membaiknya kinerja perusahaan dengan adanya kenaikan laba bersih yang signifikan 
pada kedua tahun tersebut.
Solvabilitas
Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban 
tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan Aktiva dan juga perbandingan 
antara jumlah kewajiban dengan jumlah Ekuitas. Perbandingan antara jumlah kewajiban 
dengan Aktiva pada tanggal 30 April 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 berturut-turut 
adalah sebesar 0,69; 0,74; 0,39; dan 0,23. Menurunnya solvabilitas Aktiva dari tahun 2006 
hingga 2008 disebabkan kenaikan total pinjaman bank yang dibukukan oleh Perseroan 
untuk membiayai investasi jalan tol yaitu pada ruas Jalan Tol Seksi Empat di Makassar, 
dan juga untuk mendanai pengeluaran modal (capex).
Sedangkan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah Ekuitas pada tanggal 
30 April 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 berturut-turut adalah sebesar 2,54; 3,22; 
0,72 dan 0,33. Penurunan solvabilitas ekuitas Perseroan dari tahun 2006 hingga tahun 2008 
juga disebabkan oleh kenaikan total pinjaman bank yang dibukukan oleh Perseroan untuk 
membiayai investasi jalan tol yaitu pada ruas Jalan Tol Seksi Empat di Makassar, dan juga 
untuk mendanai pengeluaran modal (capex).

30-Apr-09 31-Dec-08 31-Dec-07 31-Dec-06
Solvabilitas Aktiva 0,69 0,74 0,39 0,23
Solvabilitas Ekuitas 2,54 3,22 0,72 0,33

Likuiditas
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aktiva lancar terhadap 
kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut pada 
tanggal 30 April 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 tingkat likuiditas Perseroan 
masing-masing sebesar 616,78%; 176,66%; 120,17% ; dan 96,91%.
Peningkatan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar dari tahun 2006 hingga 
31 April 2009 disebabkan oleh semakin meningkatnya pos kas, dan aktiva derivatif 
perseroan.
Imbal Hasil Investasi
Imbal hasil investasi adalah kemampuan aktiva produktif Perseroan dalam menghasilkan 
laba bersih, yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aktiva Perseroan. Rasio 
imbal hasil investasi Perseroan per 30 April 2009, 31 Desember 2008, 2007,dan 2006 
berturut-turut adalah sebesar -1,05%; 0,41%; 3,14% dan 0,19%. Menurunnya imbal hasil 
investasi dari tahun 2007 hingga April 2009 disebabkan oleh  penurunan laba bersih yang 
dihasilkan oleh Perseroan, sementara Perseroan terus melakukan investasi selama 2008 
dan 4 bulan pertama 2009. Hal ini masih wajar untuk industri, jalan tol dimana investment 
horizon lebih berjangka panjang jika dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya. 
Karena baru beroperasi pada kuartal ke empat 2008, kontribusi ruas Jalan Tol Seksi Empat 
di Makassar pada tahun 2008 belum optimal, sementara di sisi aktiva, total investasi pada 
ruas jalan tol tersebut sudah harus dibukukan pada tahun 2007 dan 2008. 
Sedangkan peningkatan imbal hasil tahun 2007 dibandingkan 2006 disebabkan oleh  
peningkatan laba yang cukup signifikan pada tahun 2007, sementara tidak terdapat kenaikan 
yang signifikan dalam investasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2007.

30-Apr-09 31-Dec-08 31-Dec-07 31-Dec-06
ROI -1,05% 0,41% 3,14% 0,19%

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU 
TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN 
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, 
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Bidang Infrastruktur Terutama Dalam Bidang Operator Jalan Tol Beserta Sarana Penunjangnya
Kantor Pusat

Menara Global Lt. 23
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27

Jakarta 12950
Telp. (021) 5270113
Fax. (021) 5270133

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA 
PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 11.040.142.858 (sebelas 
milyar empat puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 35,00 
(tiga puluh lima Rupiah) ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham dengan total nilai maksimal 
senilai  Rp 485.766.285.752,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh 
ratus lima puluh dua Rupiah). Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Biasa Atas Nama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 
28 Oktober 2009 pukul 16.00 WIB mempunyai 545 (lima ratus empat puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada 
pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
Apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham 
lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan 
yang berlaku. Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, maka sisa saham tersebut akan diambil oleh PT Leyand International 
Tbk yang bertindak selaku Pembeli Siaga maksimal sampai dengan 83,69%, dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp 44,00 
(empat puluh empat Rupiah) setiap saham.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN 
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PT NUSANTARA 
INFRASTRUTURE Tbk. DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS DIANGGAP TIDAK 
PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA ANAK 
PERUSAHAAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Memperhatikan bahwa jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya berjumlah maksimal 
11.040.142.858 (sebelas milyar empat puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham, maka pemegang 
saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan 
sampai dengan maksimum 52,15% (lima puluh dua koma lima belas persen).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, TETAPI 
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi kepada para Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta, tanggal 7 September 2009



Imbal Hasil Ekuitas
Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba 
dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan 
ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 30 April 2009, 31 Desember 2008, 2007,dan 
2006 berturut-turut adalah sebesar -3,86%; 1,78%; 5,79% dan 0,27%. Menurunnya imbal 
hasil investasi dari tahun 2007 hingga April 2009 disebabkan oleh Turunnya laba bersih 
yang dibukukan oleh Perseroan selama tahun 2008 dan selama 4 bulan pertama 2009 jika 
dibandingkan dengan laba bersih yang dibukukan pada tahun 2007.
Sedangkan peningkatan imbal hasil tahun 2007 dibandingkan 2006 disebabkan oleh 
peningkatan laba yang cukup signifikan pada tahun 2007, sementara tidak terdapat kenaikan 
yang signifikan dalam ekuitas 

30-Apr-09 31-Dec-08 31-Dec-07 31-Dec-06
ROE -3,86% 1,78% 5,79% 0,27%

RISIKO USAHA
Dalam kegiatan usaha Perseroan, terdapat beberapa risiko penting yang perlu 
dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan investasi pada 
Perseroan. Risiko-risiko penting yang mungkin memberikan dampak negatif tidak tercapainya 
target usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Risiko Ketergantungan Terhadap Kinerja Anak Perusahaan
2. Risiko Akibat Berakhirnya Hak Pengusahaan yang Dapat Mengakibatkan Beralihnya 

Hak Pengusahaan Jalan Tol
3. Risiko Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Konstruksi
4. Risiko Penurunan Volume Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Perseroan atau Penurunan 

Pendapatan Tol
5. Kondisi Perekonomian Makro

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Pada tanggal 13 Agustus 2009, Perusahaan dan PT Bosowa Investama (BI), pihak hubungan 
istimewa, telah menandatangani Kesepakatan Pokok dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
Saham. Berdasarkan kesepakatan dan perjanjian tersebut, BI telah setuju untuk menjual 
99,97% kepemilikan sahamnya atas PT Margautama Nusantara (MUN) atau sejumlah 3.129 
saham kepada Perusahaan dengan harga sebesar Rp 219.030.000.000.   
Perjanjian tersebut akan dilaksanakan apabila telah terpenuhinya beberapa syarat 
pendahuluan antara lain sebagai berikut:
1. Masing-masing pihak telah memperoleh persetujuan sebagaimana dipersyaratkan di 

dalam anggaran dasarnya.
2. Perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan pasar modal sebagaimana diatur di 

dalam Peraturan BAPEPAM  LK No. IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan 
kegiatan usaha.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
Riwayat Singkat
Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Sawitia Bersama Darma, berdasarkan 
Akta No.3 tanggal 1 September 1995 dibuat dihadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat 
Keputusan No.C2-7.375.HT.01.01.TH.95 tanggal 28 Desember 1995, dan telah didaftarkan 
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.41/2000 tanggal  
19 Oktober 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.15 
tanggal 20 Pebruari 2001, Tambahan No.1140.
Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan telah 
diungkapkan sebelumnya pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan yang 
dilakukan pada tanggal 4-6 Juli 2001, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tanggal 8 April 2009 dibuat dihadapan 
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan mana dituangkan dalam Data Isian 
Akta Notaris Model II yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-24807.AH.01.02.
Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009. Perubahan yang dimaksud dalam akta tersebut adalah 
perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang 
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.J.1 
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan 
adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, 
pengangkutan, jasa dan pertanian.
Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya melalui kantor pusat di Menara Global  
Lantai 23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950. 
Manajemen Dan Pengawasan Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tanggal 4 Juni 
2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, akta 
mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat No.AHU-AH.01.10-20291 tanggal 22 Agustus 2008,  adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama 
/ Komisaris Independen :  Dr. John Scott Younger OBE FICE
Komisaris  : Drs. Cahyo Winarto
Komisaris  : Junianto Tri Prijono
Direksi:  
Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
Direktur  : Omar Danni Hasan
Direktur  : Ruswin Nazsir
Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Direksi, ditetapkan jumlah Remunerasi Direktur dan 
Komisaris Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.829.022.000.
Pada tahun 2008 Perseroan telah membentuk Corporate Secretary yang pembentukannya 
berpedoman pada Peraturan Bapepam No. IX.I.4. Corporate Secretary Perseroan saat 
ini adalah:
Corporate Secretary : Omar Danni Hasan
Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam  
No. Kep-29/PM/2004, Perseroan sudah membentuk Komite Audit. Susunan Komite Audit 
sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:
Komite Audit Perseroan
Ketua Komite Audit : Dr. John Scott Younger OBE FICE
Warga Negara Inggris, 69 tahun, telah 0,5 tahun menjabat sebagai Ketua Komite Audit
Anggota  : Tavip Santoso
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, telah 0,5 tahun menjabat sebagai Anggota Komite   Audit
Anggota  : Pamela Lin Hardjosoesilo
Warga Negara Indonesia, 27 tahun, telah 0,5 tahun menjabat sebagai Anggota Komite Audit
Perizinan
Izin-izin yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Surat Keputusan No.06/T/Perdagangan/2002 tanggal 8 Januari 2002 Tentang Izin 

Usaha Tetap, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.
b. Tanda Daftar Perusahaan No.09.03.1.72.33038 tanggal 25 April 2006 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan 
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan dan berlaku sampai dengan tanggal 
2 Pebruari 2011.

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1284/1.824 tanggal 3 September 2008 
yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuningan Timur, yang menerangkan bahwa 
Emiten beralamat di Menara Global Lt.23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.27, Kelurahan 
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dan berlaku sampai 
dengan tanggal 3 September 2009.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak Emiten adalah 01.689.543.5-054.000 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan 
Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00181/WPJ.07/KP.0803/2006 
tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan 
Masuk Bursa.

Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan
1. PT Bosowa Marga Nusantara (”BMN”)
Umum
BMN berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta No.20 tanggal 12 April 
1993, yang diubah dengan Akta Perubahan No.54 tanggal 25 Juni 1993 dan Akta Perbaikan 
No.14 tanggal 4 Nopember 1993, ketiganya dibuat dihadapan Mestariany Habie, S.H., 
Notaris di Ujung Pandang. Akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) 
berdasarkan Surat Keputusan No.C2-12555 HT.01.01.Th93 tanggal 27 Nopember 1993, 
dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang 
masing-masing dibawah No.478/1994/P.T., No.479/1994/P.T., dan No.480/1994/P.T., 
ketiganya tertanggal 16 Desember 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No.8 tanggal 27 Januari 1995, Tambahan No.750. 
Akta pendirian BMN tersebut telah mengalami beberapa kali, terakhir diubah dengan 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.13 tanggal 
16 Mei 2008 dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40511.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 
11 Juli 2008.
Saat ini BMN berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Kapasa Raya No.17 Bontojai, 
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan BMN adalah melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, 
pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.13 
tanggal 16 Mei 2008, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40511.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal  
11 Juli 2008, struktur permodalan BMN adalah sebagai berikut: 
Modal Dasar : Rp  227.020.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar 

dua puluh juta Rupiah), terbagi atas 227.020 (dua ratus dua 
puluh tujuh ribu dua puluh) saham, masing-masing dengan 
nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp  227.020.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar 
dua puluh juta Rupiah), terbagi atas 227.020 (dua ratus 
dua puluh tujuh ribu dua puluh) saham

Berdasarkan struktur permodalan diatas, susunan pemegang saham BMN adalah sebagai 
berikut:

   Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham
Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai  
Nominal (Rp)

%

   PT Nusantara Infrastructure Tbk 223.688 223.688.000.000    98,53
   PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3.332 3.332.000.000    1,47
Total 227.020 227.020.000.000  100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi BMN sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No.2 tanggal 11 Juni 2009 dibuat 
dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam Database 
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat No.AHU-AH.01.10-09305 tanggal 3 Juli 2009, adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama :  H. Arifuddin Temmi, S.E.
Komisaris  :  Ir. Sunarto Sastrowiyoto, MSc.
Komisaris  :  Drs. Purwoto, M.M.
Direktur  :  H. Anwar Toha, S.E.
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu 
kesemuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ikhtisar data keuangan BMN 
adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)
31 Desember

2008 2007 2006
Jumlah Aktiva 630.859.579.874 253.001.328.635 66.249.320.228
Jumlah Kewajiban 435.628.581.468 224.673.198.687 62.073.266.956
Hak Pemegang Saham Minoritas 1.949.797.181 137.082.332 247.045.096
Jumlah Ekuitas 193.281.201.225 28.191.047.616 3.929.008.176
Jumlah Pendapatan Bersih 28.628.315.700 17.651.006.500 16.136.771.400
Jumlah Beban Usaha 21.750.063.774 10.907.111.316 9.111.237.000
Laba Usaha 6.878.251.926 6.743.895.184 7.025.534.400
Jumlah Beban Lain-Lain 20.506.638.123 6.675.495.623 6.388.330.612
Laba(Rugi) Bersih (9.609.846.391) 5.262.039.440 330.104.077

2. PT JALAN TOL SEKSI EMPAT( ”JTSE”)
Umum
JTSE berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta No.04 tanggal 11 Januari 
2006 dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., MKn., Notaris di Tangerang, 
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-02533 HT.01.01.TH.2006 tanggal 27 Januari 
2006, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar di bawah 
No.01160/BH.2023/IV/2006 tanggal 24 April 2006
Akta pendirian JTSE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris 
Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 11 tanggal 16 Mei 2008 mengenai peningkatan modal 
dasar dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No. AHU-36947.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008.
Saat ini JTSE berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Kapasa Raya No.17 Bontojai, 
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Maksud Dan Tujuan 
Maksud dan tujuan JTSE adalah menyelenggarakan pengelolaan jalan tol, melakukan investasi 
dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 
dan menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol 
dengan memperdayakan potensi yang ada.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai 
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 16 Mei 2008 dibuat 
dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No.AHU-36947.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008, struktur 
permodalan JTSE adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp 196.200.000.000,00 (seratus sembilan puluh 

enam  milyar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 
196.200 (seratus sembilan puluh enam ribu dua 
ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing 
saham Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp 196.200.000.000,00 (seratus sembilan puluh 
enam  milyar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 
196.200 (seratus sembilan puluh enam ribu dua 
ratus) saham.

Berdasarkan struktur permodalan di atas maka susunan pemegang saham JTSE adalah 
sebagai berikut:

   Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham

Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

%

PT Bosowa Marga Nusantara 193.950 193.950.000.000,00 98.85
PT Bosowa Investama 2.250 2.250.000.000,00 1,15
Total 227.020 227.020.000.000  100,00

Pengurus dan Pengawasan 
Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi JTSE sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa No.3 tanggal 14 April 
2009 yang telah ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Di Luar Rapat No.3 tanggal 11 Juni 2009, keduanya dibuat dihadapan Karin Christiana 
Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Ir. H. Hartopo Soetoyo, M.M.
Komisaris  : Drs. Purwoto MM 
Direktur Utama : H. Anwar Toha, S.E.
Ikhtisar Data Keuangan Penting JTSE
Berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu kesemuanya 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ikhtisar data keuangan JTSE adalah sebagai 
berikut :

(dalam Rupiah)
31 Desember

2008 2007
Jumlah Aktiva 581.889.740.486 197.598.206.244 
Jumlah Kewajiban 399.274.250.284 196.227.377.822 
Jumlah Ekuitas 182.615.490.202 1.370.828.422 
Jumlah Pendapatan Bersih 8.106.315.800 -
Jumlah Beban Usaha 10.967.015.102 1.636.470.334 
Rugi Usaha (2.860.699.302) (1.636.470.334)
Jumlah Beban Lain-Lain 14.792.325.832 (59.165.228)
Rugi Bersih (12.455.338.220) (1.099.622.533)

3. PT BINTARO SERPONG DAMAI (”BSD”)
Umum
BSD berkedudukan di Kabupaten Tangerang,  didirikan berdasarkan Akta No.130 tanggal  
24 Mei 1993 dibuat dihadapan Widya Kusmawati pengganti dari Hamida Abdurachman, 
S.H., Notaris di Tangerang, dan diubah dengan Akta Perubahan No.254 tanggal 8 Agustus 
1994 dibuat dihadapan Hamida Abdurachman, S.H., Notaris di Tangerang. Akta-akta mana 
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-13495.
HT.01.01.Th.94 tanggal 5 September 1994, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1831/1994 tanggal 21 September 1994, serta 
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 29 Nopember 
1994, Tambahan No.9698.
Akta pendirian BSD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bintaro Serpong Damai No.06 
tanggal 27 Pebruari 2008 dibuat dihadapan Febrian, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No.AHU-37616.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, dan telah 
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Tangerang di bawah 
No.122/BH 3003/II/2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
Saat ini BSD berkedudukan dan berkantor pusat di Giri Niaga Blok RM No.37 Sektor VII 
BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BSD adalah menjalankan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol 
ruas Pondok Aren Serpong yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan 
jalan tol.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bintaro Serpong 
Damai No.06 tanggal 27 Pebruari 2008 dibuat dihadapan Febrian, S.H., Notaris di Tangerang, 
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37616.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, 
struktur permodalan BSD adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp 451.800.000.000,00 (empat ratus lima puluh 

satu milyar delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 
451.800 (empat ratus lima puluh satu ribu delapan 
ratus) saham, masing-masing dengan nilai nominal 
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/Ditempatkan : Rp 451.800.000.000,00 (empat ratus lima puluh 
satu milyar delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 
451.800 (empat ratus lima puluh satu ribu delapan 
ratus) saham

Berdasarkan struktur permodalan diatas, maka susunan pemegang saham BSD adalah 
sebagai berikut:

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham
Jumlah 
Saham

Jumlah Saham Jumlah 
Saham

PT Nusantara Infrastructure Tbk 401.800 401.800.000.000 88,93
PT Wira Perkasa Agung 22.500 22.500.000.000 4,98
PT Aji Baraga Mustika 18.900 18.900.000.000 4,18
PT Bumi Serpong Damai 4.850 4.850.000.000 1,07
PT Jaya Real Property Tbk 3.750 3.750.000.000 0,83
Total 451.800 451.800.000.000 100,00

Pengurus dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi BSD sebagaimana dimuat dalam Akta 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bintaro Serpong Damai No.06 
tanggal 27 Pebruari 2008 dibuat dihadapan Febrian, S.H., Notaris di Tangerang, yang 
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37616.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, 
adalah sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Ir. H. Safran Yusri, M.M.
Komisaris  : Evyana Mukti Rahayu 
Presiden Direktur : Drs. Purwoto, M.M.
Direktur  : Ir. H. Muhamad Iqbal Malik
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel di bawah ini adalah ringkasan data keuangan penting BSD yang diambil dari Laporan 
Keuangan BSD untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 
dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu yang seluruhnya dengan pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam Rupiah)
31 Desember

2008 2007 2006
Jumlah Aktiva 1.072.737.748.886 378.673.454.281 373.021.074.129
Jumlah Kewajiban 703.618.283.391 10.807.701.557 8.751.699.442
Ekuitas 369.119.465.495 367.865.752.724 364.269.374.687
Jumlah Pendapatan Bersih 75.932.404.500 56.052.336.000 38.982.299.549
Jumlah Beban Usaha 33.925.899.363 33.210.147.131 36.528.737.864
Laba Usaha 42.006.505.137 22.842.188.869 2.453.561.685
Jumlah Beban Lain-Lain 40.060.816.070 17.543.540.432 (784.967.261)
Laba Bersih 1.253.712.771 3.596.378.037 2.041.863.280

Keterangan Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum
1.  PT Bosowa Trading Internasional (“BTI”)
a.  Akta Pendirian dan Perubahannya
BTI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.66 tanggal 23 Agustus 1995 dibuat dihadapan 
Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6262.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, 
dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I di Ujung Pandang 
di bawah No.174/1996/P.T. tanggal 2 Juli 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No.97 tanggal 5 Desember 1997, Tambahan No.5741.
Akta pendirian BTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta 
Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No.2 tanggal 1 April 2008 dibuat dihadapan Karin Christiana 
Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-23174.AH.01.02.
Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008.
BTI berdomisili di Jl. Jend. Sudirman No. 5, Makassar, Sulawesi Selatan.
b.  Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan BTI adalah bergerak dalam industri plastik dan perdagangan umum.
c.  Susunan Pengurus
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTI yang saat ini sedang menjabat adalah sebagai 
berikut:
Direksi
Direktur  : Suardi Madama, S.E.
Dewan Komisaris
Komisaris  : Anas Nambi
d.  Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.149 tanggal 28 Pebruari 2005 dibuat dihadapan Abdul 
Muis, S.H., M.H., Notaris di Makassar, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-05843 HT.01.04.
TH.2005 tanggal 4 Maret 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kota Makassar di bawah No.0995/BH 20.23/III/2005 tanggal 23 Maret 2005, serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 11 Juli 2006, Tambahan 
No.7474, struktur permodalan BTI adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi 

atas 5.000 (lima ribu) saham, dengan Nilai Nominal masing-
masing saham Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/Disetor : Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi 
atas 5.000 (lima ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham BTI adalah sebagai 
berikut:

Nama Pemegang Saham
Jumlah  
Saham

Jumlah 
Nominal 
(Rp,00)

Persentase
%

Erwin Aksa 2.750 1.375.000.000 55
Sadikin Aksa 2.250 1.125.000.000 45

Jumlah 5.000 2.500.000.000 100

Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud adalah: 
a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan 

oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor 
(termasuk holding companies, subsidiaries). 

b. Perusahaan assosiasi (associated companies) 
c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu 

kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, 
dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan 
anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau 
dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). 

d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 
untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor 
yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta 
anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. 

e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik 
secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam 
huruf c atau d di atas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas 
perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota 
dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan 
perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama 
dengan perusahaan pelapor. 

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
adalah sebagai berikut

Pihak hubungan istimewa Sifat Hubungan 
Istimewa 

PT Bosowa Trading Internasional Pemegang saham 
PT Tuju Wali Wali Pemegang saham 
PT Bosowa Utama Pemegang saham 
PT Bosowa Marga Nusantara Anak perusahaan 
PT Bintaro Serpong Damai Anak perusahaan 
PT Jalan Tol Seksi Empat Anak perusahaan (kepemilikan tidak langsung))
PT Semen Bosowa Maros Afiliasi 

Perjanjian-Perjanjian Penting, Ikatan dan Kontijensi
Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan 
mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut: 
Perseroan
a. Berdasarkan perjanjian No.001/NI SBM/Dist/2006 tanggal 8 Oktober 2006, Perseroan 

mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Semen Bosowa Maros (SBM), pihak 
hubungan istimewa, sehubungan dengan pendistribusian serta pemasaran semen 
merk Bosowa untuk seluruh wilayah, pemasaran baik dalam negeri maupun luar 
negeri dengan jumlah tiap bulannya kurang lebih 40.000 ton untuk wilayah pemasaran 
dalam negeri dan 30.000 ton untuk wilayah pemasaran luar negeri. Laba penjualan 
untuk wilayah dalam negeri Rp 5.000 per ton dan laba penjualan untuk wilayah luar 
negeri $AS 0,50 per ton. Beban operasional karyawan SBM akan ditanggung oleh 
Perseroan sebesar  Rp 100 per ton penjualan yang diakumulasi setiap bulannya.

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai 
dengan tanggal 14 Oktober 2007 dan dapat diperpanjang kembali selama 1 tahun 
berikutnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah berakhir 
pada tanggal 15 Oktober 2007.
Selanjutnya, berdasarkan addendum perjanjian No.001/NI SBM/Dist/2006 tanggal 
15 Oktober 2008, Perseroan dan SBM melakukan perpanjangan kerjasama distribusi 
semen yang akan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2009.

b. Pada tanggal 10 Oktober 2008, Perseroan mengadakan perjanjian pemberian pinjaman 
kepada PT Nusantara Global Capital dengan maksimal sebesar Rp 50 Milyar untuk 
modal kerja pembelian semen dari PT Semen Bosowa Maros. Pinjaman ini dikenakan 
bunga 22% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009.

Anak Perusahaan
PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
a. Pada tanggal 25 September 2008, BSD, Anak Perusahaan, mengadakan perjanjian 

transaksi valuta asing dengan PT Bank Mega Tbk dengan nilai maksimum sebesar 
USD 21.447.721,18 per 3 (tiga) bulan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. 
Penyelesaian transaksi valuta asing USD menjadi IDR hanya dapat dilaksanakan 
dengan cara pergerakan dana sepenuhnya

b. BSD, Anak Perusahaan, mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol 
dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga), sebagai pemegang hak Jalan Tol 
Pondok Aren-Serpong, dengan Akta No.183 tanggal 19 Desember 1996 dari Sutjipto, 
S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi 
wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan 
mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen 
jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 27 tahun, 
termasuk masa pembangunan. Selama masa operasi, BSD, Anak Perusahaan, wajib 
membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap 
bulannya. Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No.S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 
untuk mengadakan Perjanjian tersebut. Pada akhir masa penyelenggaraan jalan tol, 
Perseroan akan menyerahkan jalan tol kepada Jasa Marga.

c. Pada tanggal 19 Mei 1998, BSD dan Jasa Marga mengadakan Kerjasama 
Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren-Serpong. Berdasarkan 
perjanjian tersebut, BSD menyerahkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 
jalan tol kepada Jasa Marga dan sehubungan dengan itu BSD akan menerima 
pembagian pendapatan jalan tol. Untuk kapasitas dibawah 120.000 kendaraan per 
hari, tarif pembagiannya adalah sebagai berikut:

Periode Perjanjian Tarif Pembagian
Dibawah 9 tahun 81,75%
10 – 15 tahun 77,75%
16 – 20 tahun 72,75%
Diatas 21 tahun 69,75%

Pembagian pendapatan jalan tol untuk kapasitas di atas 120.000 kendaraan adalah 
sebesar 50% setelah dikurangi biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 18,25%.  
Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama penyelenggaraan 
jalan tol.

d. Sesuai dengan keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 06.465/
IX/BANI/Ktd tanggal 4 September 2006, memutuskan pengoperasian gerbang Tol 
Pondok Aren Barat dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren – Serpong dilakukan 
oleh BSD, berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2006.  Jalan Tol Pondok Aren - Serpong 
yang dibangun dan dioperasikan oleh BSD merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta - 
Serpong, sedangkan pembangunan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami (Kebayoran Lama, 
Jakarta) yang merupakan sambungan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong dilaksanakan 
oleh Jasa Marga

e. Berdasarkan Surat Permohonan Arbitrase No. 070/R&A Srt.G/I/06 tanggal 18 Januari 
2006 yang telah didaftarkan di Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 
217/I/ARB-Bani/2006 tanggal 23 Januari 2006, BSD telah mengajukan permohonan 
arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk membatalkan Perjanjian 
Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren Serpong No. 
004/SPK-DIR/1998 serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp 2.100.000.000. Hasil 
dari perkara arbitrase tersebut sudah diputuskan dalam surat Putusan Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) No. 217/I/ARB BANI/2006 tanggal 31 Agustus 2006.
Berdasarkan keputusan diatas, BSD dan Jasa Marga sepakat untuk merubah lingkup 
pengoperasian menjadi sebagai berikut :
Jasa Marga :
a.   Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Pondok Aren Timur)
b.   Pelayanan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan tol, serta pengamanan aset
BSD :
a.    Pengoperasian gerbang tol Pondok Aren Barat
b.    Pemeliharaan jalan tol Pondok Aren-Serpong
Selain itu, BSD dan Jasa Marga ditetapkan untuk menunjuk konsultan penilai 
independen untuk melakukan penghitungan ulang atas Bagi Hasil pengelolaan 
Jalan Tol Pondok Aren.

f. Pada tanggal 17 April 1997, BSD dan PT Kereta Api (Persero) mengadakan perjanjian 
sewa tanah seluas 39.597.404,50 m2 selama 5 tahun dari tanggal 17 April 1997 sampai 
dengan tanggal 17 April 2002. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum perpanjangan perjanjian 
sewa tanah tanggal 23 Maret 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang 
jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 

PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
Dalam keputusannya No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk 
(Jasa Marga) untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan 
dengan BMN.
Berdasarkan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994 dari Notaris Mestariany Habie, S.H., 
BMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama sedangkan  
tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun 
sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya.
BMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol 
dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali 
kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol 
tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada BMN.
Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Pekerjaan tol 
seksi III belum berjalan.
Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor JL. 01.03-Mn/518 
tanggal 21 September 2005, dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol 
dari Departemen Pekerjaan Umum nomor JL.01.03-PB/69 tanggal 27 September 2005, 
ditetapkan bahwa pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV adalah 
BMN.
Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah 
No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol 
kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 
yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya 
dikelola oleh Jasa Marga.                      
Atas hal tersebut di atas, BMN diwajibkan untuk mengganti Perjanjian Kuasa 
Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)
JTSE, mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Departemen Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi 
IV, dengan Surat Perjanjian nomor 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebagaimana 
diubah dengan Amandemen – I No.232/KU.08.10-Sj/2007 tanggal 13 Pebruari 2007. Dalam 
perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, untuk membangun dan 
mengoperasikan jalan tol atas nama pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol 
dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE, dengan masa konsesi selama 
35 tahun, termasuk masa pembangunan. Selama masa operasi, JTSE, wajib melaksanakan 
pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal 
tersebut JTSE, selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk 
penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan 
tol, JTSE, akan menyerahkan jalan tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan
Pada saat Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum, baik 
perdata, pidana, ketenagakerjaan, perpajakan, tata usaha negara maupun arbitrase.
A. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang 

Saham

Nama
 

Jabatan
 

Pemegang 
Saham Anak Perusahaan 

Anak 
Perusahaan

(melalui BMN)
BTI BU BMN BSD JTSE

John Scott Younger KU - - - - -
Drs Cahyo Winarto K - - - - -
Junianto Tri Prijono K - - - - -
Muhammad Ramdani Basri DU - - - - -
Omar Danni Hasan D - - - - -
Ruswin Nazsir D - - - - -
Ir. H. Safran Yusri, MM - - - - KU -
Evyana Mukti Rahayu - - - - K -
Drs Purwoto MM - - - K DU K
H.M. Iqbal Malik - - - - D -
Ir. H. Hartopo Soetoyo - - - - - KU
Anwar Thoha - - - D - D
H. Ariffudin Temmi - - - KU - -
Sunarto Sastro Wiyoto -  -  - K  - -
Keterangan :
KU : Komisaris Utama BTI    : Bosowa Trading Internasional
K   : Komisaris BU    : Bosowa Utama
DU : Direktur Utama BMN : Bosowa Marga Nusantara 
D   : Direktur BSD  : Bintaro Serpong Damai

JTSE : Jalan Tol Seksi Empat

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A.  Umum
PT Nusantara Infrastructure Tbk pertama kali didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama 
Darma pada tanggal 1 September 1995. Pada awalnya Perseroan bergerak di bidang usaha 
pembuatan dan perdagangan barang-barang elektronika. Dalam perjalanan usahanya, 
Perseroan mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada tahun 1998, Perseroan 
mengubah namanya menjadi PT Wahana Tradindo Jaya dan pada tahun 2001 menjadi 
PT Metamedia Technologies. 
Pada tanggal 18 Juli 2001, Perseroan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek 
Jakarta dengan jumlah emisi sejumlah 60.000.000 lembar saham dengan Nilai Nominal  
Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan harga penawaran Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) sehingga 
total nilai emisi sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah). Selain itu 
Perseroan juga menerbitkan 60.000.000 lembar waran dengan dengan harga pelaksanaan 
Rp 200,00 (dua ratus Rupiah). 
Melalui restrukturisasi Korporat, Perseroan melakukan divestasi usahanya yang sudah 
ada, mengubah fokus dan melakukan diversifikasi ke usaha infrastruktur. Pada tahun 
2006 perseroan melakukan merger dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia, dengan 
PT Metamedia Technologies Tbk sebagai perusahaan hasil dari penggabungan. Dengan 
perubahan dalam fokus usaha, perseroan kemudian berganti nama menjadi PT Nusantara 
Infrastructure Tbk pada tahun 2006. Dari Restrukturisasi tersebut saat ini Perseroan memiliki 
2 anak perusahaan dan 1 anak perusahaan – kepemilikan tidak langsung, yang memiliki 
kegiatan usaha di bidang operator Jalan tol, yaitu PT Bintaro Serpong Damai, PT Bosowa 
Marga Nusantara, dan PT Jalan Tol Seksi Empat.
Restrukturisasi unit usaha yang dilakukan oleh perseroan mengakibatkan adanya perubahan 
persentase kontribusi masing masing unit usaha terhadap Pendapatan usaha konsolidasi 
Perseroan. Pada tahun 2008 pendapatan utama perseroan berasal dari kegiatan / unit 
usaha jalan tol yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 55,15%, sedangkan pendapatan 
lainnya dari distribusi semen dan jasa lainnya sebesar 44,85%.
Untuk ke depannya Perseroan akan memfokuskan diri pada penguatan dan perluasan bisnis 
di sektor jalan tol dan juga terus mencari kesempatan lain di sektor tersebut.
B. Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha Utama Perseroan saat ini adalah melakukan penyertaan pada anak-anak 
perusahaan yang bergerak di bidang operator jalan tol. Perseroan dan anak perusahaan 
bergerak dalam bidang infrastruktur terutama dalam bidang Pengelola (operator) jalan 
tol beserta sarana penunjangnya. Pendapatan utama perseroan adalah dari penerimaan 
pembayaran jalan tol dari ruas tol yang dimiliki hak konsensusnya oleh anak-anak 
perusahaan. Perseroan melihat bidang infrastruktur merupakan faktor utama dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. 
1. Bintaro Serpong Damai (BSD)
Keterangan Ruas
Jarak  : 7,25 Km (total 13,3 Km)
Service Area  : Serpong – Jakarta 
  Serpong – Pondok Aren dioperasikan oleh BSD
  Pondok Aren – Ulujami (5,9 Km) dioperasikan oleh PT Jasa 

Marga Tbk
Mulai Beroperasi : 2 Pebruari 1999
Periode Konsesi : 25 tahun (berakhir pada tahun 2024)
Volume Lalu lintas Tahunan  : 20,7 Juta Kendaraan (per tahun 2008)
Volume Lalu lintas Harian  : 56 Ribu Kendaraan (per tahun 2008)
Tarif : Rp 3.500,00 dengan penyesuaian peningkatan tarif tiap 2 

tahun sekali Tarif Ruas Tol BSD 1999 – sekarang
BSD adalah pemegang konsesi untuk ruas jalan tol sepanjang 7,25 km yang menghubungkan 
Serpong dan Pondok Aren, tersambung dengan Jakarta Outer Ring Road melalui ruas 
jalan tol Pondok Aren – Ulujami sepanjang 5,95 km yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Jalan tol ini mempunyai masa konsesi selama 25 tahun sejak     2 Pebruari 
1999. Penyelenggaraan jalan tol ini adalah kerjasama antara PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk dengan BSD yang dilakukan dalam bentuk joint operation dengan pola build, operate 
and transfer (BOT). 
Volume lalu lintas dari tahun 2003 hingga 2008 meningkat rata-rata sebesar 31,9% per 
tahun (CAGR). Secara nominal terjadi peningkatan sebesar 15,5 juta kendaraan selama 
lima tahun atau rata-rata sebesar 3,1 juta kendaraan per tahun. Peningkatan dalam 
prosentase terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 65,48% jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.
Pada sisi pendapatan tol, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 50,24%  per tahun (CAGR). 
Peningkatan pendapatan tol dalam persentase terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu 
sebesar 79,77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan 
tol pada tahun 2005 tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya volume lalu lintas, juga 
disebabkan oleh adanya kenaikan tarif.
Peningkatan pendapatan tol BSD diakibatkan oleh semakin berkembang dan meluasnya 
areal permukiman di lokasi sekitar ruas Jalan Tol Jakarta – Serpong. Ruas jalan tol Serpong 
– Pondok Aren itu sendiri merupakan jalan alternatif dari Tangerang menuju Jakarta yang 
menghubungkan commuter (Pekerja Pulang Pergi) Jakarta Barat dan Selatan dari tempat 
tinggal mereka dengan CBD dan Outer Ring Road dimana arus lalu lintas kendaraan dari 
daerah sekitar Serpong dan Tangerang yaitu Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Alam Sutra, 
Melati Mas, Gading Serpong dan komplek perumahan lainnya cukup padat.

Sejak beroperasi jalan tol Serpong-Pondok Aren  sudah mengalami tiga kali kenaikan, 
kenaikan pertama terjadi pada tahun 2003 dengan rata-rata kenaikan sebesar 25%, pada 
tahun 2005 terjadi kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 20%.  Pada September 2007 
tarif tol juga mengalami kenaikan lagi dimana rata-rata kenaikannya sebesar 16%.
2. Bosowa Marga Nusantara (BMN)
Keterangan Ruas
Jarak  : 5,95 Km  
  4 jalur masuk/keluar
Service Area  :  Seksi I
  Dimulai dari Jalan Kalimantan (Pelabuhan Laut Soekarno-

Hatta) sampai dengan  Jalan Teuku Umar – Jalan Sultan 
Abdullah Raya (Interchange Sultan Abdullah) dan jembatan 
Tallo Lama dengan panjang jalan +/- 3,0 km.

  Seksi II
  Dimulai dari persimpangan Jalan Teuku Umar – Jalan 

Sultan Abdullah Raya (Interchange Sultan Abdullah) sampai 
dengan persimpangan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan AP. 
Pettarani dengan panjang jalan +/- 3,0 km.

Mulai Beroperasi : 29 April 1998
Periode Konsesi : 30 tahun (berakhir pada 2028)
Volume Lalu lintas Tahunan : 9,2 Juta Kendaraan (per tahun 2008)
Volume Lalu lintas Harian : 25 Ribu Kendaraan (per tahun 2008)
Tarif : Rp 2.000,00 dengan penyesuaian peningkatan tarif tiap 2 

tahun sekali
BMN adalah Operator pemegang konsesi untuk Ruas Jalan Tol Makassar Seksi I dan II (Tol 
Reformasi) berawal di kawasan Pelabuhan Laut Soekarno Hatta (Km. 00) dan berakhir di 
persimpangan Jalan Jend. Urip Sumoharjo-Jalan AP. Pettarani. Jalan tol ini mulai beroperasi 
sejak April 1998, di mana volume lalu lintas BMN selama tahun 2008 adalah sebanyak 
9.160.075 kendaraan atau rata-rata per hari sebanyak 25.028,  jalan tol ini memilik peran 
strategis, karena menghubungkan daerah kota dengan pelabuhan.
Terjadi penurunan rata-rata volume kendaraan per tahun dari tahun 2003 hingga 2008 
sebesar 1,13% (CAGR). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya 
harga Bahan Bakar Minyak yang secara otomatis mengurangi pemakaian kendaraan 
terutama kendaraan pribadi.
Pada sisi pendapatan tol, terjadi peningkatan rata-rata per tahun dari tahun 2003 hingga 
2008 sebesar 10,23% (CAGR), Peningkatan dalam persentase terbesar terjadi pada tahun 
2004 dengan peningkatan 21,48%  jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan 
penerimaan pada tahun 2004 selain diakibatkan oleh peningkatan tarif, juga diakibatkan 
oleh peningkatan volume lalu lintas kendaraan. Sebaliknya pada tahun-tahun yang lain, 
meskipun volume lalu lintas kendaraan menurun, peningkatan penerimaan lebih diakibatkan 
oleh peningkatan tarif tol yang disesuaikan setiap 2 tahun sekali.
3. Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)
Keterangan Ruas
Jarak  : 11,57 Km 
Service Area  : Menghubungkan Ujung Pandang, area Bandara Sultan 

Abdullah dan jalur pertukaran utama (interchange) 
Jembatan Tallo

Mulai Beroperasi : 26 September 2008
Periode Konsesi : 35 tahun, berakhir 2043
Volume Lalu Lintas Harian  : 17 Ribu Kendaraan (per Juli 2009)
Tarif : Rp 6.000,00 dengan penyesuaian peningkatan tarif tiap 2 

tahun sekali
JTSE adalah Operator jalan tol seksi IV pemegang konsesi untuk ruas sepanjang 11,57 km 
yang menghubungi ruas jalan tol yang dioperasikan oleh BMN mulai dari Jembatan Tallo 
lama sampai dengan Biringkanaya, menghubungkan Interchange Sultan Abdullah sampai 
dengan persimpangan Jalan Ir. Sutami dengan Jalan Perintis Kemerdekaan (Mandai), 
sehingga menghubungkan langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin. Jalan tol seksi IV ini 
dimulai pengerjaannya sejak Agustus 2007 dan rampung selama 18 bulan dengan Total 
Investasi Rp 535 milyar. JTSE diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo 
Bambang Yudhoyono dan bersamaan dengan peresmian tersebut JTSE mulai beroperasi 
pada tanggal 26 September 2008. Dengan beroperasinya jalan tol ini dapat menjadi faktor 
pendukung perkembangan industri dan pariwisata di Makassar khususnya dan di Sulawesi 
Selatan pada umumnya
Semenjak beroperasi pada bulan September 2008, ruas jalan tol seksi IV menunjukan volume 
lalu lintas kendaraan dan penerimaan bulanan yang stabil. Volume rata-rata kendaraan 
semenjak dioperasikannya ruas tol ini hingga bulan Juni 2009 sebesar 405 ribu kendaraan 
per bulan, dengan penerimaan bulanan rata-rata sebesar Rp 2,380 milyar.
4. Tinjauan Makroekonomi dan Industri
a. Makroekonomi
Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 diperkirakan 1,2%. Pertumbuhan ini lebih 
rendah dari estimasi pertumbuhan tahun 2008 sebesar 3,4%. Namun secara umum angka 
pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sebesar 6,1%.
Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2009 tumbuh lebih rendah menjadi sebesar 
4,6%. 
BI Rate terus mengalami penurunan, dari akhir 2008 sebesar 9,25% hingga Agustus 2009 
menjadi sebesar 6,5%. 
Selama triwulan I-2009, tekanan terhadap rupiah masih cukup tinggi terutama berasal dari 
faktor eksternal. Hingga bulan Agustus 2009 tercatat Kurs Rupiah mengalami apresiasi 
menjadi rata-rata Rp 9.900 per dolar AS. 
Sepanjang triwulan I-2009, laju inflasi bulanan cenderung menurun terutama disebabkan 
oleh dampak langsung dan tidak langsung penurunan harga BBM. Secara tahunan, laju 
inflasi IHK pada akhir triwulan laporan mencapai 7,92% (yoy). Hingga Juli 2009 laju inflasi 
mencapai titik terendahnya selama 1 tahun yaitu sebesar 2,71%.
Secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih kondusif walau memang ada 
tekanan akibat krisis ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 
diperkirakan sebesar 4%-5% dan bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 
2008 telah terjadi perlambatan pertumbuhan.
b. Industri Jalan Tol
Pengadaan dan pembangunan infrastruktur jalan raya, termasuk jalan tol, merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Namun mengingat keterbatasan dana, pemerintah membuka 
peluang investasi kepada swasta dengan memberikan konsesi pengelolaan secara komersial 
untuk jangka waktu tertentu. Sejauh ini pembangunan jalan tol di Indonesia berjalan lambat. 
Selama tiga puluh tahun sejak pembangunan dan pengoperasian jalan tol pertama, total 
panjang jalan tol yang sudah ada hanya mencapai sekitar 700 km. Faktanya, infrastruktur 
jalan mampu memberikan stimulasi pesatnya pertumbuhan ekonomi negara.
Selama ini macetnya pembangunan jalan tol umumnya disebabkan ketidakmampuan 
financial dari investor. Meskipun investor yang membangun jalan tol mampu diisyaratkan 
memiliki modal sendiri 30% dan 70% modal pinjaman bank.
Seluruh jaringan tol di wilayah Jabotabek dan sekitarnya ditargetkan sudah dapat terkoneksi 
pada 2011. Terkoneksinya seluruh jaringan tol di Jabotabek diharapkan dapat mengurangi 
kemacetan di dalam Kota Jakarta, termasuk akses tol menuju Bandara Soekarno-Hatta yang 
sudah dua kali terendam banjir. Pemerintah sudah menenderkan proyek-proyek jalan tol yang 
menjadi akses ke arah bandara dan proyek tol lainnya untuk wilayah Jabotabek.
Model Transportasi yang dikembangkan di Jabotabek adalah inner ring road yang meliputi 
ruas Wiyoto Wiyono – Gatot Subroto – Harbor Road – Wiyoto Wiyono dan outer ring roads 
(koridor selatan / TB.Simatupang-Jagorawi) Jaringan inter city di Jabodetabek membentuk 
radial road yang menghubungkan Jakarta dan daerah sekitar seperti Depok, Tangerang, 
Bogor dan Bekasi dengan Jakarta. Ke depan rencana membangun outer ring road tahap 
kedua untuk membantu mengatasi masalah lalulintas di Jabodetabek khususnya di wilayah 
selatan akan membutuhkan akses ke jalan radial yang berada diantara inner ring road 
Jabotabek dan outer ring road Jakarta, khususnya di selatan Jakarta. Studi transportasi 
selalu berkaitan dengan dari tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan hal ini untuk 
mengantisipasi terjadinya konflik pada permasalahan transportasi. 
Pembangunan Jalan Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) sangat strategis bagi sistem 
jaringan jalan arteri Jabotabek dan merupakan bagian penting dari Sistem Jalan Tol Jakarta 
- Jawa Barat. Dengan terbangunnya JORR W1 ini juga sekaligus akan meningkatkan 
kinerja  jaringan  transportasi dengan mengurangi kemacetan jalan tol koridor Timur-Barat 
(Tol Dalam Kota, Jalan Tol Bandara dan Jalan Tol Jakarta-Merak khususnya ruas Kebon 
Jeruk-Tomang).
Perkembangan jalan tol nasional semakin meningkat, namun perkembangan jalan tol di 
Indonesia dibandingkan beberapa negara lain di Asia termasuk terlambat. Pada saat ini, 
Jepang memiliki rasio panjang jalan tol dan jumlah penduduk sebesar 92,16 km per sejuta 
penduduk, Malaysia sebesar 68,18 km per sejuta penduduk, sedangkan Indonesia hanya 
memiliki rasio sebesar 2,86 km per sejuta penduduk.
Pemerintah telah menawarkan sejumlah ruas jalan tol kepada pihak swasta. Untuk Tahap 
I, pemerintah menawarkan enam ruas jalan tol sepanjang 148,7 km dengan nilai Rp 8,94 
triliun untuk pembangunan jalan tol selama 2005-2009. Pemerintah membaginya dalam 
tiga prioritas. Prioritas I terdiri dari lima ruas jalan tol sepanjang 83,1 km dengan Rp 6,65 
triliun. Prioritas II sepanjang 380,7 km senilai Rp 21,572 triliun dan prioritas III sepanjang 
1.129,3 km senilai Rp 61,183 triliun.
Pada tahap pertama, pembangunan jalan tol telah ditenderkan 6 ruas jalan tol yang 
keseluruhannya menambah panjang jalan tol nasional sepanjang 148,7 km.  Dari ke-6 ruas 
jalan tol tersebut, 2 di antaranya berada di wilayah Jabotabek. Kedua ruas jalan tol tersebut 
menyediakan kemudahan aksesibilitas penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Depok, 
Bogor, dan Tangerang  namun bekerja di Kota Jakarta. Pada saat ini, jalan menuju Kota 
Jakarta dari arah selatan (Depok, Bogor, dan Tangerang) mengalami kemacetan yang berat 
(heavy traffic jam) sehingga waktu tempuh menjadi tidak efisien. 
5.     Persaingan Usaha
Saat ini Terdapat 26 Ruas Jalan Tol dengan jarak 688 Km yang telah beroperasi di 
Indonesia. Ke depannya akan dibangun 10 ruas tol baru dengan jarak 347 Km, dimana 4 
ruas diharapkan beroperasi di tahun 2009, dan 6 ruas lainnya akan beroperasi dalam 4 
tahun mendatang. 77% dari total ruas tol yang telah beroperasi tersebut dioperasikan oleh 
Jasa Marga dan 23% sisanya dioperaikan oleh perusahaan swasta lainnya. Perseroan saat 
ini mengoperasikan 3 Ruas Tol dengan jarak total 24,77 Km atau sekitar  3,6% dari total 
ruas tol yang telah beroperasi. 
Jalan tol yang dimiliki hak konsesinya oleh Perseroan terekspos pada persaingan dengan 
jalan tol lain dan juga dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, Perseroan juga bersaing 
dengan perusahaan swasta domestik dan internasional dalam mendapatkan peluang untuk 
membangun dan mengoperasikan jalan tol baru ataupun ruas jalan tol lama yang akan 
ditenderkan hak konsesinya.
Sebagai perbandingan, apabila memperhatikan pertumbuhan pendapatan tol pada tahun 2007-
2008, Perseroan memiliki persentase tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 40,30%, 
dibandingkan Jasa Marga yang berkisar 26,80% atau CMNP dengan pertumbuhan 15,20%. 
Perseroan juga memiliki kinerja yang baik apabila melihat pertumbuhan rata rata pendapatan 
tol selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2003 sampai 2008 Perseroan mencatatkan 
pertumbuhan 33,97%, jauh lebih tinggi dibandingkan Jasa Marga sebesar 21,09% atau  
CMNP yang hanya sebesar 9,96%. Dengan catatan pertumbuhan pendapatan tol tersebut 
disumbangkan oleh kinerja Ruas Tol Serpong – Pondok Aren yang memiliki pertumbuhan 
rata-rata tahun 2003 sampai 2008 sebesar 45,13%.
Pemerintah tidak diwajibkan untuk membangun jalan non tol yang terletak paralel 
dengan jalan tol Perseroan. Jalan Negara dianggap bukan menjadi kompetitor Perseroan 
dikarenakan jalan tol Perseroan pada umumnya adalah jalur alternatif dan penghubung 
utama rute yang tidak dilalui oleh jalan negara, dimana jalan negara memiliki keterbatasan 
dalam hal kapasitas lalu lintas, waktu tempuh, jarak dan kualitas jalan. 
Moda transportasi lainnya, terutama transportasi Kendaraan roda dua sebagai alternatif 
kendaraan roda empat yang tidak memerlukan jasa ruas jalan tol, dianggap sebagai 
kompetitor dari kegiatan usaha Perseroan yang akan mempengaruhi pendapatan dari 
segmen konsumen individu yang merupakan mayoritas pengguna jasa kegiatan usaha 
perseroan. Namun demikian, sejauh ini moda transportasi kendaraan roda empat di 
Indonesia masih mendominasi dalam kegiatan transportasi penumpang dan transportasi 
domestik angkutan barang, terutama pada areal yang dihubungkan oleh ruas jalan tol yang 
dimiliki oleh perseroan.  Selain itu moda transportasi selain darat juga berpotensi menjadi 
kompetitor dari kegiatan usaha perseroan, terutama pada ruas jalan tol seksi IV dimana 
areal yang dilalui memiliki akses penghubung dengan moda transportasi laut. 
Di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan bahwa pesaing utama untuk proyek-proyek 
jalan tol baru adalah perusahaan-perusahaan domestik yang bergerak pada bidang 
infrastruktur dan properti yang kini mulai ramai merambah unit usaha infrastruktur dan 
operator jalan tol. Sebagian dari perusahaan tersebut memiliki kekuatan finansial atau 
sumber daya lainnya yang lebih besar dari Perseroan, skala ekonomi yang lebih besar, 
diversifikasi usaha, pengalaman internasional dan akses terhadap material ataupun bahan 
baku yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi jalan dengan biaya yang lebih rendah. 
Kompetitor tersebut juga mungkin memiliki infrastruktur dan peralatan terbaru serta lebih 
efisien untuk konstruksi jalan tol. 
6.     Tarif Tol
Pemerintah berdasarkan UU No.38/2004 dan PP No.15/2005 menetapkan ketentuan 
mengenai tarif jalan tol . Menurut masing-masing PPJT, Perseroan berhak meminta revisi 
atas tarif jalan tol setiap dua tahun sekali, untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang 
ditetapkan oleh BPS. Perseroan mengajukan permohonan revisi kepada BPJ, yang kemudian 
akan dievaluasi dan disetujui penetapan penyesuaian tarif tersebut berdasarkan formula 
yang ditetapkan Peraturan Jalan Tol tahun 2005. BPJT kemudian akan menyampaikan 
rekomendasi dan meminta persetujuan atas tarif ini kepada Menteri Pekerjaan Umum, dan 
tarif baru akan berlaku efektif pada tanggal persetujuan Menteri. Dengan memperhatikan 
denominasi mata uang, setelah penetapan tarif yang disesuaikan dengan tingkat inflasi 
tersebut, tarif baru aktual ditetapkan dengan pembulatan kelipatan Rp 500 terdekat, baik 
ke atas atau ke bawah. Pada prakteknya, jika tarif yang telah disesuaikan dengan tingkat 
inflasi tidak melebihi Rp 250, tarif baru aktual akan dibulatkan ke bawah untuk periode 
dua tahun ke depan; dan jika tarif yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi melebihi  
Rp 250, tarif baru aktual akan dibulatkan ke atas. Perhitungan penyesuaian tarif berikutnya 
akan didasarkan pada tarif yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, tanpa memperhatikan 
pembulatan-pembulatan tersebut. Tarif tol juga dimungkinkan untuk direvisi ke bawah saat 
periode deflasi, pada saat Indeks Harga Konsumen Indonesia menurun.
Berikut adalah Kategori kendaraan dalam pengenaan tarif:
1) Golongan I   : Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil dan Bus
2) Golongan II  : Truk dengan 2 (dua) gandar
3) Golongan III  : Truk dengan 3 (tiga) gandar
4) Golongan IV  : Truk dengan 4 (empat) gandar
5) Golongan V  : Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih
C.  Strategi dan Prospek Usaha
Guna mendukung rencana investasi dan pengembangan usaha perseroan, terdapat lima 
strategi utama yang selalu dijadikan landasan dalam investasi maupun pengembangan 
usaha, yaitu:
1. Memberikan added value/nilai tambah bagi perseroan.
2. Meningkatkan revenue/pendapatan perseroan baik jangka pendek maupun jangka 

menengah.
3. Memperbaiki komposisi balance sheet/neraca dari perseroan.
4. Meningkatkan market share/pangsa pasar dari perseroan khususnya di bidang 

infrastruktur baik secara lokal maupun regional.
5. Meningkatkan strategic positioning/posisi strategis perseroan di hadapan para 

stakeholders yang ada.
Kelima strategi utama perseroan tersebut tentunya akan menjadi acuan bagi setiap investasi 
maupun pengembangan usaha perseroan kedepannya, yang dituangkan sebagai berikut:



dengan membawa:
a. Fotocopy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku (bagi pemegang saham 

perorangan) dan fotocopy Anggaran Dasar (bagi pemegang saham Badan 
Hukum/Lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotocopy 
tersebut. Pemesan berkewarganegaraan asing wajib melampirkan fotocopy bukti 
jati diri (Paspor/KITAS) yang masih berlaku.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) 
dilengkapi fotocopy KTP/identitas lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi 
kuasa maupun penerima kuasa. Pemegang saham berkewarganegaraan asing 
harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan 
jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi 
kuasa secara lengkap dan jelas.

2. Data elektronik, kepada pemegang saham yang berhak yang sudah melakukan 
penitipan sahamnya secara kolektif kepada KSEI, melalui pengkreditan oleh KSEI 
terhadap rekening efek perusahaan efek atau bank kustodi tempat pemegang saham 
yang bersangkutan membuka rekening.
Pengkreditan tersebut dilakukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening Dalam 
Penitipan Kolektif yang dikeluarkan oleh KSEI. Bersamaan dengan pengkreditan 
rekening efek tersebut, KSEI akan menerbitkan Laporan Posisi Efek kepada 
perusahaan efek dan/atau bank kustodi. Selanjutnya perusahaan efek dan/atau 
bank kustodi akan mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD kepada pemegang 
saham yang berhak.
Bagi pemegang saham yang berhak dan telah menitipkan sahamnya secara kolektif 
kepada KSEI melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodi, KSEI akan menerbitkan 
secara elektronik SBK melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodi.
Selanjutnya pada saat pelaksanaan HMETD, Perseroan melalui BAE akan melakukan 
pengkreditan terhadap rekening efek perusahaan efek dan/atau bank kustodi tempat 
pemegang saham yang bersangkutan membuka rekening.

Pendaftaran dan Pelaksanaan HMETD
Para pemegang saham yang berhak dan/atau para pemegang Sertifikat Bukti HMETD 
yang akan melaksanakan HMETD-nya, wajib menyerahkan sendiri atau dikuasakan pada 
jam kerja melalui:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan

Komplek Pertokoan Pulo Mas
Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210

Telp : (021) 4788 1515
Fax : (021) 470 9697

dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap.
b. Bukti pembayaran berupa Bukti Transfer/Giro/Cek/Tunai.
c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KITAS (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotocopy 

Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/ Lembaga).
d. Surat Kuasa Asli (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) 

dilengkapi fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemberi kuasa dan yang diberi 
kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing disamping harus mencantumkan 
nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas. Juga wajib mencantumkan 
nama dan alamat di luar negeri/domisli hukum yang sah dari pemberi kuasa secara 
lengkap dan jelas.

Bilamana pengisian pemesanan saham tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat 
pemesanan saham yang tercantum dalam Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan 
penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan apabila pembayaran 
tersebut telah terbukti diterima secara efektif (in good funds) di rekening Perseroan sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
Pemesanan Tambahan
Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti 
HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti 
HMETD dapat melakukan pemesanan Saham Tambahan melebihi porsi yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan 
Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan FPPS Tambahan 
yang telah disediakan. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilakukan 
paling lambat pada tanggal 9 November 2009 telah diterima secara efektif (in good funds) 
di rekening Perseroan. Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk yang sesuai dengan 
ketentuan dan FPPS Tambahan dapat mengakibatkan penolakan pesanan.
Penjatahan Pemesanan Tambahan
Penjatahan pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal  10 November 
2009 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan berdasarkan 
harga pesanan. Penjatahan dilakukan oleh BAE dengan mengeluarkan Surat Konfirmasi 
Penjatahan. Penjatahan akan diaudit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G.12.
Persyaratan Pembayaran
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini 
harus dibayar penuh (full payment) pada saat mengajuan pemesanan secara tunai, cek, 
bilyet giro atau transfer/pemindahbukuan, dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti 
HMETD dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah ke rekening Perseroan pada:

Bank [•]
A/N PT Nusantara Infrastructure Tbk

No. Rek.: [•]
Alamat: [•]

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya 
nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD.
Semua biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini akan menjadi tanggungan 
pemesan. Perseroan berhak membatalkan pemesanan apabila persyaratan pembayaran 
tidak terpenuhi.
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada 
saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka 
pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau 
pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal 
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima secara efektif (in good 
funds) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat pada tanggal  5 November 
2009. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan 
yang mana pembayaran tersebut harus diterima secara efektif dalam rekening Perseroan 
(in good funds) paling lambat 2 (dua) hari setelah periode perdagangan yaitu tanggal  9 
November 2009.
Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Pada saat menerima pengajuan pemesanan saham, Perseroan melalui BAE akan 
menyerahkan kepada pemesan bukti tanda pemesanan saham.
Pembatalan Pemesanan Saham
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian 
dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan 
pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas 
pemesanan tambahan yaitu tanggal 10 November 2009.
Pembatalan pemesanan saham tersebut dapat disebabkan oleh karena tidak memenuhi 
persyaratan pembayaran yaitu pengisian formulir tidak benar/lengkap atau pembayaran 
untuk pemesanan tidak diterima secara efektif (In good funds) di rekening Perseroan.
Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang 
lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka 
pengembalian uang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 
penjatahan yaitu tanggal 12 November 2009. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian 
uang, jumlah uang yang akan dikembalikan akan disertai dengan biaya administrasi yang 
diperhitungkan sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal pengembalian uang 
dan dihitung berdasarkan rata-rata bunga deposito untuk jangka waktu 1 bulan yang berlaku 
di Bank [•], kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil 
uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau force majeure.
Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menggunakan KTP asli pemesan atau 
tanda bukti diri lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, foto kopi anggaran dasar dan 
surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) dan pemesan menyerahkan lembaran kedua dari 
FPPS Tambahan. Bila pemesan berhalangan, pemesan dapat memberikan kuasa kepada 
orang yang ditunjuk untuk mengambil uang pengembalian pemesanan.
Pengembalian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan giro/cek atau 
pemindahbukuan ke rekening pemesan. Apabila pengembalian pemesanan dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke 
rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya 
pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk giro/cek dapat diambil di  
PT Nusantara Infrastructure Tbk mulai tanggal  12 November 2009 dari pukul 09:00 WIB 
sampai dengan pukul 15:00 WIB.

Penyerahan Surat Saham
Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum dimasukkan kedalam Penitipan 
Kolektif di KSEI maka surat saham dapat diambil pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB mulai tanggal 3 November 2009 sampai dengan  
9 November 2009 di BAE dengan menunjukkan KTP atau jati diri lainnya atau anggaran 
dasar (Jika berbentuk badan hukum/lembaga) dan bukti tanda terima pemesanan pembelian 
saham. Para pemesan yang akan mengambil surat saham harus menunjukkan (a) KTP asli 
atau tanda bukti diri lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, (b) fotokopi anggaran 
dasar dan, (c) surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan (d) bukti tanda 
terima pemesanan pembelian asli dan menyertakan fotokopi KTP atau tanda bukti diri.
Penyerahan Surat Kolektip Saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
• Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah hak yang dimiliki, 

maka surat saham akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah 
tanggal pembayaran uang pemesanan diterima secara efektif (in good funds) pada 
rekening Perseroan.

• Bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah hak yang dimiliki, maka surat saham 
sejumlah hak yang dimiliki akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja 
setelah tanggal pembayaran uang pemesanan diterima secara efektif (in good funds) 
pada rekening Perseroan. Sedangkan kelebihan pemesanan saham di atas jumlah 
haknya akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang 
telah dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 November 2009 dan surat saham 
hasil penjatahan pesanan tambahan akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) 
hari kerja setelah penjatahan.

• Bagi para pemesan saham yang tidak dapat mengambil surat saham sendiri dapat 
menguasakan pada pihak lain dengan menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp 6.000 
(enam ribu Rupiah) yang disertai dengan KTP/tanda bukti diri asli (bagi perorangan, 
fotokopi anggaran dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) pemberi kuasa 
dan penerima kuasa dan menyerahkan fotokopi tanda bukti diri 

Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil
Apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka 
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan 
lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional 
sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, 
maka 83,69% sisa saham tersebut akan diambil oleh PT Leyand International Tbk yang 
bertindak selaku Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu 
Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham.

KETERANGAN TENTANG HMETD 
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini diterbitkan berdasarkan 
HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan 
merupakan salah satu persyaratan pemesanan pembelian saham.
1. Pemegang HMETD yang Sah
Adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS 
Perseroan pada tanggal   28 Oktober 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang sertifikat 
bukti HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir 
yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan 
tanggal terakhir periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
2. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD ini dapat diperjualbelikan atau dialihtangankan di luar Bursa Efek 
selama masa perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 
tanggal 5 November 2009.
3. Bentuk Sertifikat Bukti HMETD
Dalam Sertifikat bukti HMETD dicantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah 
saham yang dimiliki, dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, 
jumlah saham yang dibeli, jumlah saham yang dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, 
kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.
4. Nilai HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda 
dari Pemegang HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran 
dari pasar yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk 
menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang 
diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjabaran di bawah ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD secara teoritis:

Diasumsikan:
Harga pasar per lembar saham = Rp a
Harga Pelaksanaan per-saham = Rp b
Jumlah saham lama = A
Jumlah saham baru = B
Jumlah saham yang beredar setelah pelaksanaan HMETD = A + B
Rasio konversi saham lama terhadap saham baru = 1 : 1
Harga Teoritis Saham Baru (HTSB) = [(Rp a x A) + (Rp b x B)]/(A + B) = Rp c
Harga Teoritis HMETD = Rp c – Rp a

5. Penggunaan HMETD
HMETD adalah hak untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. HMETD ini 
tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. HMETD dalam bentuk 
Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat diperjualbelikan dalam bentuk fotokopi.
6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari 
jumlah HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat 
Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE untuk mendapatkan pecahan 
jumlah HMETD yang diinginkan.
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang memecah Sertifikat Bukti HMETD-nya, agar 
mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkannya ke 
kantor BAE mulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 5 November 2009.
Setiap permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat dilakukan secara tertulis 
kepada BAE, dimana Pemohon pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan dibebankan 
biaya administrasi sebesar Rp 3.000,00 ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% 
untuk setiap Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan.
7. Lain-lain
Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan Bukti HMETD menjadi beban pemegang 
Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang Sertifikat Bukti HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Informasi Penting dalam bentuk Informasi Penting Kepada Pemegang Saham telah 
diiklankan dalam minimal 1 (satu) surat kabar yaitu Investor Daily pada tanggal 7 September 
2009 dan perubahannya pada tanggal [•].
Para pemegang saham yang berhak dapat mengambil paket Bukti HMETD yang terdiri 
dari Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS tambahan, dan lain-lain sejak tanggal  
29 Oktober 2009 sampai dengan 5 November 2009 pada hari kerja mulai pukul 09.00 
sampai dengan 16.00 WIB di:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan

Komplek Pertokoan Pulo Mas
Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210

Telp : (021) 4788 1515
Fax : (021) 470 9697

Pada saat mengambil paket tersebut, pemegang saham yang berhak harus menunjukkan 
fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku untuk pemegang saham perorangan dan 
fotokopi Anggaran Dasar untuk pemegang saham berstatus Badan Hukum/Lembaga.
Surat Kuasa Asli (jika dikuasakan) untuk mengambil paket Bukti HMETD pemegang saham 
yang berhak harus bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP/
Identitas lainnya yang masih berlaku dari Penerima dan Pemberi kuasa.
Bilamana sampai dengan tanggal 5 November 2009 pemegang saham Perseroan yang 
namanya dengan sah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal  
28 Oktober 2009 belum menerima atau mengambil Prospektus dan Formulir HMETD, serta 
Formulir Pemecahan dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek dalam Penawaran 
Umum Terbatas I ini, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Perseroan melainkan 
merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN
Para pemegang saham dapat meminta informasi tambahan lainnya sehubungan dengan 
Penawaran Umum Terbatas I ini kepada:

PT Nusantara Infrastructure Tbk
Menara Global Lt. 23

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta 12950

Telepon: (021) 527 0113
Faksimili: (021) 527 0133

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan

Komplek Pertokoan Pulo Mas
Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210

Telp : (021) 4788 1515
Fax : (021) 470 9697

KEBIJAKAN DIVIDEN
Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini mempunyai hak yang 
sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya termasuk hak untuk 
menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah Penawaran Umum Terbatas I ini. 
Perseroan belum melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Hal 
tersebut dikarenakan saldo laba ditahan Perseroan masih negatif, kendati Perseroan telah 
memperoleh laba dalam tiga tahun terakhir, namun apabila saldo laba ditahan Perseroan 
telah menjadi positif maka Perseroan mengusulkan agar pembayaran dividen kas ditentukan 
sebagai berikut:

Laba Bersih ( Rupiah ) Dividen Kas ( % )
Sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 10 - 15 %
Rp 5.000.000.001,00 sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 15 - 25 %
Lebih dari Rp 25.000.000.000,00 25 - 35 %

PERPAJAKAN
Pajak penghasilan atas deviden saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 
2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang  
No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima deviden atau pembagian keuntungan 
yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, 
yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang 
seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
•  deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
•  bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 

yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden 
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif 
diluar kepemilikan saham tersebut.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI 
DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN 
KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN 
YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU 
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SAHAM YANG DIBELI MELALUI 
PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum 
Terbatas I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik AKUNTAN PUBLIK ANWAR & REKAN
Komplek Ruko Roxy Mas Blok E2 No 47
Jl. KH. Hasyim Ashari No 125 
Jakarta 10150
No. STTD : 93/STTD-AP/PM/1992
Surat Penunjukkan No. AR/P/159/09
Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. D-38292

Konsultan Hukum KONSULTAN HUKUM :
WARENS & PARTNERS LAW FIRM
Jl. Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru
 Jakarta 12120
No. STTD : 69/STTD-KH/PM/1996
Surat Penunjukkan No. 640/IWD-RD-AS/W&P/VI/09
Anggota Persatuan Advokat Indonesia No. G.9610863

Penilai Independen TOTO SUHARTO & REKAN
Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL
Jakarta 10120
No. STTD : 01/PM/STTD-P/AB/2006
Surat Penunjukkan No. TC/CF/CL/P-0807/09
Anggota Masyarakat Profesi Penilai Pasar Modal (MAPPI) dengan 
No. Anggota 93-S-0361

Notaris Notaris Fathiah Helmi S.H.
Gedung Graha Irama Lt. 6 Ruang C
Jl. H.R. Rasuna Said X/1 Kav. 1-2
Jakarta 12950
No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996
Surat Penunjukkan No. 07/RI/VI/2009

Biro Administrasi 
Efek

PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan
Komplek Pertokoan Pulo Mas
Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210
Surat Penunjukkan No. PW-18/META/06-2009

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran 
Umum Terbatas I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun 
tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No.8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 (Lembaran Negara No.64 
Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608).

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada 

saham seperti deviden kas, deviden saham, saham bonus, HMETD, waran, dan 
sebagainya akan didistribusikan oleh KSEI kepada pemegang rekening di perusahaan 
efek dan/atau bank kustodi setelah KSEI menerima instruksi terkait dari Perseroan. 
Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada 
pemegang saham yang menjadi nasabahnya.

2. Setelah Penawaran Umum Terbatas I, pemegang saham yang menghendaki Surat 
Kolektif Saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif KSEI 
setelah saham hasil Penawaran Umum Terbatas I didistribusikan ke dalam rekening 
efek perusahaan efek dan/atau bank kustodi yang telah ditunjuk.

3. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan efek kepada 
KSEI melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodi yang mengelola saham.

4. Saham-saham yang ditarik dari penitipan kolektif akan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya dalam bentuk sertifikat jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
setelah Perseroan menerima permohonan penarikan efek.

Surat kolektif saham akan diterbitkan bagi saham-saham yang telah ditarik keluar dari 
penitipan kolektif KSEI. Surat kolektif saham tersebut tidak dapat dipergunakan untuk 
penyelesaian transaksi di Bursa Efek.
Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Transferindo sebagai pelaksana pengelola 
administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Akta 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka 
Penawaran Umum Terbatas I PT Nusantara Infrastucture Tbk No. 24 tanggal 27 Agustus 
2009 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pemesan yang Berhak
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal  28 Oktober 
2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB, berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian 
saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dengan ketentuan bahwa setiap 
pemegang saham yang memiliki  500 (lima ratus) saham berhak memperoleh  545 (lima 
ratus empat puluh lima) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal 
Rp 35,00 (tiga puluh lima Rupiah) per saham dengan harga Rp 44,00 (empat puluh empat 
Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD. 
Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah:
1. Para pemegang saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah 

dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain; atau
2. Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam 

kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD; atau
3. Pemegang saham atau pemilik Surat Bukti Kepemilikan (SBK) yang dikeluarkan oleh 

KSEI.
Pemesan harus merupakan perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau 
lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur 
dalam UPM.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang 
berhak menerima HMETD, maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya 
untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran 
pemegang yaitu tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD didistribusikan mulai tanggal  29 Oktober 2009 dalam bentuk:
1. Setifikat Bukti HMETD, kepada pemegang saham yang berhak yang belum melakukan 

penitipan sahamnya secara kolektif kepada KSEI dengan ketentuan bahwa pemegang 
saham yang berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD dimulai tanggal  
29 Oktober 2009 pada hari kerja, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Transferindo
Jl. Perintis Kemerdekaan

Komplek Pertokoan Pulo Mas
Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210

Telp : (021) 4788 1515
Fax : (021) 470 9697

Fokus yang berkesinambungan pada operasi jalan tol.
Ruas tol Serpong Pondok Aren, salah satu ruas jalan tol yang hak konsesinya dimiliki 
Perseroan, adalah ruas yang menghubungkan wilayah areal pemukiman dengan 
pertumbuhan hunian yang berkembang sangat pesat dengan areal pusat bisnis dan 
perkantoran. Sedangkan ruas Tol Seksi I, II, dan IV merupakan ruas jalan tol yang terletak 
di lokasi strategis terhadap perkembangan industri dan pariwisata Makassar, karena 
menghubungkan daerah perkotaan dengan pelabuhan dan bandara. 
Bila terjadi kemacetan maupun kepadatan lalu lintas pada ruas di jalan tol Perseroan, maka 
Perseroan, jika memungkinkan, dapat  membangun lajur tambahan untuk mengakomodasi 
volume lalu lintas tambahan pada ruas tersebut yang juga dapat meningkatkan potensi 
pendapatan Perseroan. 
Perseroan juga berupaya untuk menjadikan kegiatan operasinya saat ini menjadi lebih 
ramping (streamline) untuk memaksimalkan pelayanan, efisiensi biaya dengan terus 
memastikan operasi yang aman dan efisien pada jaringan jalan tol Perseroan serta 
penjagaan kondisi dan utilisasi infrastruktur. Meskipun penerimaan tol di masa depan memiliki 
prospek yang baik dikarenakan oleh kebijakan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali, 
namun hal tersebut harus tetap dilakukan terkait risiko berkurangnya penerimaan perseroan 
akibat berkurangnya volume lalu lintas kendaraan yang dipicu baik oleh kenaikan harga 
BBM, kejenuhan lalu lintas pada ruas tertentu, ataupun bencana alam yang mengakibatkan 
rusaknya fasilitas dan infrastruktur jalan tol.
Memanfaatkan peluang usaha di bidang infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga 
listrik, sistem penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya memiliki keterkaitan yang 
sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem 
infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat yang lebih baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan 
infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.
Seiring dengan maraknya pengembangan bisnis infrastruktur di Indonesia, maka pada awal 
tahun 2005, Pemerintah telah menyelenggarakan Infrastructure Summit yang menunjukkan 
tekad Pemerintah untuk semakin mendorong peran swasta untuk berpartisipasi pada 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hasil dari Infrastructure Summit tersebut telah 
menunjukkan beberapa kemajuan yang ditunjukkan dengan besarnya minat swasta 
untuk mengikuti tender, khususnya di bidang jalan tol. Sesuai dengan Rencana Strategis 
Departemen Pekerjaan Umum, kedepannya direncanakan akan dibangun 1.697 km jalan 
tol yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. 
Perseroan melihat hal ini sebagai peluang usaha yang sangat potensial dan telah 
mempersiapkan beberapa rencana strategis dalam melakukan pengembangan usaha. 
Perseroan secara berkesinambungan terus melakukan berbagai analisis untuk melakukan 
pengembangan usaha di masa depan, baik berupa investasi baru maupun melakukan 
aksi korporasi berupa merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki basis 
usaha yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Berbagai alternatif investasi tersebut 
tentunya juga harus layak secara keuangan (financially viable), memberikan nilai tambah 
bagi Perseroan, dan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders’ value).
Terkait dengan Krisis Ekonomi Global yang mempengaruhi ketatnya tingkat likuiditas dan 
peningkatan suku bunga dan berdampak besar terutama pada bidang infrastruktur dan 
properti, hal tersebut membuat Perseroan semakin jeli dalam mengevaluasi alternatif 
investasi dan pendanaan. Namun Perseroan melihat akan adanya perbaikan kondisi 
perekonomian secara makro ke depan dalam waktu singkat, sehingga proyek-proyek 
infrastruktur yang telah maupun yang akan dilaksanakan akan tetap dapat berjalan. Hal ini 
telah dibuktikan oleh rampungnya proyek Jalan Tol Seksi Empat, di mana Perseroan memulai 
proyeknya pada kuartal kedua tahun 2007 di saat krisis global tengah berlangsung, namun 
proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka data keuangan seperti tercantum pada tabel-tabel di bawah ini, berasal dari 
laporan keuangan  konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2009, serta tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu, 
masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
POSISI NERACA KONSOLIDASI (dalam Juta Rupiah)

Keterangan 30 April
2009

31 Desember
2008 2007 2006

Aktiva Lancar 202.506 486.282 32.319 39.962
Aktiva Tidak Lancar 1.067.389 1.074.659 617.756 443.054
Jumlah Aktiva 1.269.895 1.560.942 650.075 483.016
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban Lancar 32.834 275.257 26.894 41.235
Kewajiban Tidak Lancar 846.452 882.602 228.301 68.155
Jumlah Kewajiban 879.286 1.157.859 255.195 109.390
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi 44.474 43.584 41.767 40.953
Ekuitas 346.135 359.498 353.112 332.673
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.269.895 1.560.942 650.075 483.016

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (dalam juta Rupiah)

Keterangan 30 April
2009

31 Desember
2008 2007 2006

Pendapatan Bersih 44.356 189.622 158.929 112.501 
Beban Pokok Pendapatan 0 79.726 82.896 54.877
Laba Kotor 44.357 109.896 76.034 57.624
Beban Usaha 25.073 57.842 46.875 52.440 
Laba Usaha 19.284 52.054 29.159 5.184
Beban Lain-Lain (42.232) (47.212) (5.478) (8.870)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan (22.949) 4.842 23.681 (3.686) 
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 8.276 1.349 (7.799) (550)
Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal (14.673) 6.191 15.882 (4.237)
Keuntungan Pos Luar Biasa - - 5.371 5.246
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas (14.673) 6.191 21.253 1.009
Hak Minoritas 1.310 194 (814) (106)
Laba (Rugi) Bersih (13.363) 6.386 20.439 903 

RASIO KEUANGAN

Uraian
 

30 April 31 Desember
2009 2008 2007 2006

Rasio Usaha
Laba Kotor / Penjualan Bersih 100,00% 57,96% 47,84% 51,22%
Laba Usaha / Penjualan Bersih 43,47% 27,45% 18,35% 4,61%
Laba Bersih / Penjualan Bersih -30.13% 3,37% 12,86% 0,80%
Laba Usaha / Ekuitas 5,57% 14,48% 8,26% 1,56%
Laba Bersih / Ekuitas -3,86% 1,78% 5,79% 0,27%
Laba Usaha / Jumlah Aktiva 1,52% 3,33% 4,49% 1,07%
Laba Bersih / Jumlah Aktiva -1,05% 0,41% 3,14% 0,19%
Rasio Pertumbuhan
Penjualan Bersih NA 19,31% 41,27% 30,05%
Laba Usaha NA 78,52% 462,48% -69,46%
Laba Sebelum Beban Pajak NA -79,55% -742,43% 121,15%
Laba Bersih NA -68,76% 2163,46% -118,27%
Jumlah Aktiva NA 140,12% 34,59% -9,25%
Jumlah Kewajiban NA 353,72% 133,29% -32,18%
Jumlah Ekuitas NA 1,81% 6,15% 0,67%

EKUITAS
Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 30 April 2009  yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan angka 
perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 
2007 yang semuanya telah diaudit oleh KAP Yansen Pasaribu dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian.

Modal Saham
Tambahan Modal 

disetor

Selisih Nilai 
Transaksi 

Restrukturisasi 
Entitas 

Sepengendali Defisit
Jumlah Ekuitas 

Bersih
Saldo 1 Januari 2007 354.500.000.015 6.659.372.521 14.554.372.439 (43.040.591.422) 332.673.153.553
Laba Bersih tahun 2007 - - - 20.439.044.701 20.439.044.701
Saldo 31 Desember 2007 354.500.000.015 6.659.372.521 14.554.372.439 (22.601.546.721) 353.112.198.254
Laba bersih tahun 2008 - - - 6.385.852.376 6.385.852.376
Saldo 31 Desember 2008 354.500.000.015 6.659.372.521 14.554.372.439 (16.215.694.345) 359.498.050.630 
Rugi bersih tahun 2009 (empat bulan) - - - (13.362.708.447) (13.362.708.447)
Saldo 30 April 2009 354.500.000.015 6.659.372.521 14.554.372.439 (29.578.402.792) 346.135.342.183

Seandainya Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham Perseroan 
ini dengan jumlah sebanyak 11.040.142.858 (sebelas milyar empat puluh juta seratus 
empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan 
Nilai Nominal Rp  35,00 (tiga puluh lima Rupiah) ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan  
Rp 44,00 (empat puluh empat Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan 
seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan, maka proforma ekuitas pada 
tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Tambahan 

Modal disetor

Selisih Nilai Transaksi 
Restrukturisasi 

Entitas Sepengendali Defisit
Jumlah Ekuitas 

Bersih
Saldo 30 April 2009 354.500.000.015 6.659.372.521 14.554.372.439 (29.578.402.792) 346.135.342.183
Pelaksanaan HMETD 386.405.000.030 99.361.285.722 - - 485.766.285.752 
Saldo 31 Desember 2009 Proforma 740.905.000.045 106.020.658.243 14.554.372.439 (29.578.402.792) 831.901.627.935
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